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Kata Pengantar 

Salam sehat. Puji dan syukur dihadiratkan kepada Tuhan 
Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga kita 
semua senantiasa diberikan Kesehatan dan tidak kekurangan 
sesuatu apapun, khususnya ditengah situasi krisis akibat Pan-
demi Covid-19 yang sedang melanda Indonesia dan Global.

Kertas posisi yang telah disusun ini merupakan hasil ker-
jasama antara Trade Union Rights Centre bekerja sama 
dengan 4 Konfederasi Serikat Pekerja/Buruh di Indonesia, 
diantaranya adalah Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera In-
donesia (KSBSI), Konfederasi Sarbumusi (K Sarbumusi), 
Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (KSPN), dan Konfederasi 
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI).

Selama proses penyusunan kertas posisi ini, Pemerintah 
dan DPR disaat yang bersamaan juga sedang melakukan 
pembahasan terhadap draft Omnibus Law RUU Cipta Kerja 
yang cukup banyak menuai kritik dan kontroversi. Salah satu 
pihak yang paling keras memberikan kritik terhadap substansi 
draft Omnibus Law RUU Cipta Kerja khususnya yang men-
yangkut kluster ketenagakerjaan adalah unsur serikat pekerja 
dan organisasi masyarakat sipil.

Draft beleid kluster ketenagakerjaan yang sedang 
dibahas antara Pemerintah, dipandang secara kritis 
karena memberikan peluang yang seluas-luasnya un-
tuk mengakomodasi pasar kerja yang fleksibel. Ter-
lihat jelas dalam draft tersebut Pemerintah berusaha 
merubah dan mengurangi dimensi perlindungan bagi 
pekerja yang sebelumnya cukup rigid diatur didalam 
Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga-
kerjaan. Beberapa pasal yang tertuang dalam draft be-
leid tersebut diantaranya mengusulkan perpanjangan 
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jangka waktu sistem kerja kontrak, merubah keten-
tuan mekanisme penetapan upah minimum, membuka 
ruang praktek alih daya untuk seluruh jenis pekerjaan 
tanpa batas, mengurangi ketentuan perhitungan pesan-
gon, menambah waktu jam kerja lembur, dan lain se-
bagainya.

Konfederasi Serikat Pekerja/Buruh yang merupakan 
stakeholders utama dalam relasi hubungan industrial 
merupakan salah satu aktor yang berada di garda terde-
pan guna menyampaikan aspirasi serta memperjuang-
kan hak dan kepentingan para pekerja dalam berbagai 
forum dialog kebijakan formal maupun informal yang 
diinisiasi oleh pemerintah maupun DPR.  Penyusunan 
kertas posisi bertujuan mendukung upaya perjuangan 
serikat pekerja dengan peran fungsional yang dimilik-
inya sebagai bahan untuk dapat mengisi ruang dialog 
dengan berbagai argumentasi dan rekomendasi yang 
didukung dengan pendekatan berbasis bukti. Sehingga 
berbagai argumentasi dan rekomendasi yang disam-
paikan efektif untuk mempengaruhi pemerintah dalam 
membuat keputusan kebijakan yang lebih melindungi 
kepentingan pekerja sebagai pihak yang berada dalam 
posisi tawar yang lebih lemah dibandingkan kelompok 
pengusaha.

Dengan membaca kertas posisi ini, para stakeholders 
hubungan industrial dapat memahami berbagai catatan 
kritis atas ragam isu yang menjadi perhatian para ser-
ikat pekerja dan pekerja terhadap Draft Omnibus Law 
RUU Cipta Kerja. Kertas posisi ini berupaya menyajikan 
berbagai argumentasi, data-data, dan juga rekomen-
dasi yang telah disusun sedemikian rupa untuk dapat 
menggambarkan sebagian besar aspirasi kelas 
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pekerja. Serta diharapkan dapat memberikan per-
spektif baru bagi para pembacanya agar dapat lebih 
memahami apa yang menjadi concern dan kegelisahan 
para pekerja dan serikat pekerja di Indonesia. Pesan 
khusus juga coba dialamatkan kepada Pemerintah dan 
DPR melalui kertas posisi ini, agar jangan melupakan 
dan meninggalkan aspek perlindungan dan kerja layak 
bagi pekerja, demi alasan mengejar investasi pertum-
buhan ekonomi.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-be-
sarnya kepada berbagai pihak yang telah mendukung pros-
es hingga kertas posisi ini dapat terselesaikan dengan baik. 
Semoga kertas posisi ini bermanfaat untuk dapat memberi-
kan masukan kepada berbagai pemangku kepentingan dan 
pemangku kebijakan, untuk bersama-sama kita mewujudkan 
hubungan industrial yang berkualitas, kerja layak bagi pekerja, 
dan mendukung Indonesia menjadi negara yang lebih maju!

 

 
Tangerang, 15 Juli 2021

 

 

Andriko Otang, S.H.,M.H.

Direktur Trade Union Rights Centre
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Pendahuluan

Latar Belakang
Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) merupakan pro-

gram jaminan sosial baru bagi tenaga kerja yang diatur di 
dalam UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Program 
JKP melengkapi program jaminan sosial lain yang telah lebih 
dahulu diatur oleh UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem 
Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU No 4 Tahun 2011 
tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). 
Sebelumnya, dalam kedua undang-undang yang disebut 
terakhir itu, program jaminan sosial terdiri atas jaminan kes-
ehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan 
pensiun, dan jaminan kematian.

Penambahan program jaminan kehilangan pekerjaan 
diatur melalui Pasal 82 angka 1 UU No 11/2020 yang 
mengubah Pasal 18 dan menyisipkan Pasal 46A-E pada 
UU No 40/2004, serta melalui Pasal 83 angka 1 yang 
mengubah Pasal 6 ayat (2), Pasal 9 ayat (2), dan Pasal 42 
UU No 24/2011.

1 Sebagaimana dikutip lokadata.id (Angka PHK di Indonesia, 2014-2020).2 Sebagaimana dikutip Modjo (2020).3 Data ini disampaikan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah (4 Agustus 2020) sebagaimana 
dikutip Kompas.com: “Data pekerja terdampak imbas Covid-19 yang dihimpun Kemenaker 
… hingga 31 Juli 2020 menunjukkan secara total baik pekerja formal maupun informal 
yang terdampak Covid-19 mencapai lebih dari 3,5 juta orang.” https://money.kompas.
com/read/2020/08/04/163900726/imbas-corona-lebih-dari-3-5-juta-pekerja-kena-phk-dan- 
dirumahkan?page=all.
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Sebagaimana nama programnya, JKP adalah jaminan sosial 
yang diberikan kepada pekerja yang mengalami kehilangan 
pekerjaan. Pasal 46A ayat (1) yang ditambahkan pada UU No 
40/2004 menyebutkan: Pekerja atau buruh yang mengalami 
pemutusan hubungan kerja berhak memperoleh jaminan 
kehilangan pekerjaan. Karena itu, makna kehilangan 
pekerjaan yang dijamin oleh program ini dibatasi sebagai 
akibat yang timbul dari pemutusan hubungan kerja (PHK).

Kehadiran JKP sebagai program jaminan sosial baru 
bagi pekerja yang terkena PHK perlu diapresiasi. Program 
itu diharapkan dapat melindungi pekerja dari ancaman 
penurunan kualitas hidup dan kesejahteraan akibat PHK. Dari 
segi waktu, pemberlakuan JKP juga tepat karena diluncurkan 
ditengah masa pandemi Covid-19. Pandemi yang 
berlangsung sejak awal 2020 telah menurunkan aktivitas 
dunia usaha secara tajam, yang pada gilirannya berdampak 
pada membesarnya ancaman PHK terhadap pekerja.

Data Kementerian Ketenagakerjaan 1 menunjukkan 
bahwa pada 2020 (hingga Juli) jumlah pekerja yang 
terkena PHK mencapai 3,6 juta orang. Angka itu melonjak 
sangat drastis dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pada 
2019, jumlah pekerja yang mengalami PHK hanya berkisar 
45 ribu. Pada rentang periode 2014-2018 jumlah PHK 
bahkan sempat mengalami kecenderungan penurunan 
hingga sempat mencapai angka 3,4 ribu pada 2018. 
Membengkaknya jumlah pekerja yang terkena PHK 
pada 2020 merupakan akibat dari banyaknya sektor usaha 
yang harus tutup, terhenti, atau pun mengurangi kegiatan 
usahanya karena situasi pandemi Covid-19.
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Krisis dan dampak krisis dari situasi pandemi ini 
kemungkinan besar masih akan berlangsung cukup 
lama, bahkan jika pandemi sudah mereda sekalipun. 
Perhitungan simulasi dampak ekonomi pandemi yang 
dilakukan Arief Anshory Yusuf (2020)2 memperkirakan 
angka kemiskinan rata-rata nasional pada 2020 naik 1,5%, 
atau kenaikan hampir 3,9 juta penduduk miskin. Bukan 
tidak mungkin sebagian besar di antara penduduk miskin 
baru itu berasal dari kelompok pekerja/buruh, karena hingga 
Juli 2020 saja terdapat 3,5 juta pekerja/buruh yang terkena 
PHK.3 Karena itu, masuknya

JKP sebagai tambahan program jaminan sosial 
diharapkan benar-benar dapat membantu para pekerja 
untuk mempertahankan tingkat kesejahteraan mereka, 
atau sekurang-kurangnya memperkecil penurunannya, 
akibat terdampak situasi pandemi dan krisis ekonomi yang 
menyertainya. Dengan kata lain, JKP merupakan salah 
satu hal yang ditunggu oleh para pekerja di tengah situasi 
yang sulit ini.

1 Sebagaimana dikutip lokadata.id (Angka PHK di Indonesia, 2014-2020).
2 Sebagaimana dikutip Modjo (2020).3 Data ini disampaikan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah (4 Agustus 2020) sebagaimana 
dikutip Kompas.com: “Data pekerja terdampak imbas Covid-19 yang dihimpun Kemenaker 
… hingga 31 Juli 2020 menunjukkan secara total baik pekerja formal maupun informal 
yang terdampak Covid-19 mencapai lebih dari 3,5 juta orang.” https://money.kompas.
com/read/2020/08/04/163900726/imbas-corona-lebih-dari-3-5-juta-pekerja-kena-phk-dan- 
dirumahkan?page=all.
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Betapapun menjanjikannya, realisasi JKP masih 
dinantikan. Ketentuan- ketentuan mengenai JKP yang 
diatur di dalam UU Cipta Kerja masih perlu dijabarkan 
operasionalisasinya. Pasal 46A-E yang disisipkan pada 
UU No 40/2011 hanya memuat ketentuan-ketentuan pokok 
penyelenggaraan JKP dan mengamanatkan perlunya 
pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah 
(PP). Demikian pula, BPJS Ketenagakerjaan sebagai 
penyelenggara JKP masih perlu menyesuaikan diri 
terhadap perubahan- perubahan ketentuan Pasal 6 ayat 
(2), Pasal 9 ayat (2), dan Pasal 42 UU No 24/2011. Oleh 
sebab itu harapan terhadap JKP sebagai salah satu solusi 
kesejahteraan pekerja dalam menghadapi ancaman 
PHK sangat tergantung pada formulasi kebijakan 
operasional JKP yang akan dirumuskan dan diatur di dalam 
PP.
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2. ISU-ISU KUNCI  
Secara garis besar, ketentuan-ketentuan pada 

Pasal 46A-E yang  ditambahkan ke dalam UU No 
40/2004 menyatakan bahwa JKP diberikan  sebagai 
hak kepada setiap pekerja yang mengalami PHK, yang  
penyelenggaraannya dilakukan berdasarkan prinsip 
asuransi sosial,  dengan maksud mempertahankan 
derajat kehidupan yang layak pada saat  pekerja/ 
buruh kehilangan pekerjaan. Manfaat JKP yang 
diterima pekerja  adalah sebanyak-banyaknya enam 
bulan upah yang diberikan dalam  bentuk uang tunai, 
akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. Akan  
tetapi, pekerja yang berhak memperoleh manfaat JKP 
terbatas pada  pekerja yang telah membayar iuran dan 
memenuhi masa kepesertaan  tertentu. Pengaturan 
lebih lanjut mengenai JKP akan diatur oleh Peraturan  
Pemerintah.  

Secara eksplisit, perintah pembuatan PP tentang JKP 
dinyatakan pada tiga  pasal, yaitu (1) Pasal 46A tentang 
tata cara penyelenggaraan, (2) Pasal 46  D tentang 
manfaat dan masa kepesertaan, (3) Pasal 46E tentang  
pendanaan JKP. Namun, substansi Pasal 46C tentang 
iuran tampaknya juga  masih perlu dijelaskan secara 
lebih operasional di dalam PP.  
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Dengan memperhatikan substansi di masing-masing 
pasal tersebut, isu isu kunci operasional yang perlu 
dirumuskan melalui PP JKP adalah: 

(1) Kepesertaan: Kriteria dan syarat-syaratnya; 
(2) Iuran: Besaran dan cara pembayarannya; 
(3) Manfaat: Jenis dan mekanisme pemberiannya; 
(4) Eligibilitas: Kriteria minimum penerima manfaat; 
(5) Penyelenggara: Badan penyelenggara dan 

koordinasinya; 
(6) Pengelolaan dana: Sumber dan tatakelolanya.

Tabel P.1. Isu-isu kunci yang perlu dijabarkan oleh PP JKP 
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Selain isu-isu operasional kunci sebagaimana 
dipaparkan di atas, ada dua  persoalan lain yang juga 
penting untuk dipertimbangkan dalam  penyusunan PP 
tentang JKP, yaitu persoalan yang berkaitan dengan  
kepentingan pekerja perempuan dan kemungkinan 
terjadinya moral  hazard setelah program JKP berjalan. 

Aspek kepentingan pekerja perempuan penting untuk 
didiskusikan secara  khusus karena pada umumnya 
perempuan yang terkena PHK menghadapi  risiko dan 
mengalami dampak lebih besar daripada yang dialami 
pekerja  laki-laki. Oleh karena itu, kertas kebijakan ini 
memberikan catatan khusus  agar PP mengenai JKP 
mempertimbangkan perlindungan lebih besar  kepada 
pekerja perempuan. 
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3. PROSE PENYUSUNAN DAN TUJUAN KERTAS 
KEBIJAKAN INI  

Kertas kebijakan ini disusun TURC bersama-
sama dengan beberapa serikat  buruh/pekerja untuk 
memberikan masukan kepada Pemerintah dalam  proses 
penyusunan dan penetapan Peraturan Pemerintah 
tentang JKP.  Untuk kebutuhan itu, TURC berinisiatif 
melakukan kajian literatur dan  dokumen, serta 
melakukan serangkaian diskusi (online) yang melibatkan  
serikat buruh/pekerja, aktivis masyarakat sipil, para ahli 
dan praktisi  kebijakan, juga dengan beberapa pejabat 
kementerian dan lembaga  pemerintahan sebagai 
narasumber (lihat Tabel P.2).  

 
Tabel P.2. Rangkaian diskusi dalam rangka penyusunan kertas kebijakan  



10

Serangkaian diskusi itu telah menyerap banyak 
aspirasi, gagasan, dan  catatan yang kemudian 
digunakan untuk menuliskan kertas kebijakan ini.  Ketika 
proses perumusan akhir kertas kebijakan ini dilakukan, 
Pemerintah  menyosialisasikan Rancangan PP tentang 
JKP melalui Portal Resmi UU  Cipta Kerja pada 4 
Februari 2021. 4 Karena itu, beberapa bagian kertas  
kebijakan yang sudah ditulis kemudian disesuaikan 
dengan substansi yang  sudah dicakup di dalam RPP 
JKP tersebut. 

Selanjutnya kertas kebijakan ini akan disampaikan 
kepada para pihak  pengambil kebijakan dalam 
penyusunan Peraturan Pemerintah tentang  Jaminan 
Kehilangan Pekerjaan. 

4. PRESENTASI  
Kertas kebijakan ini tidak membahas seluruh isu-isu 

kunci yang dipaparkan  pada bagian terdahulu. Kami 
memusatkan perhatian kepada isu-isu yang  secara 
langsung berkaitan dengan kesejahteraan pekerja/
buruh. Karena itu, isu mengenai badan penyelenggara 
dan pendanaan tidak dibahas lebih  dalam. 

4 https://uu-ciptakerja.go.id/rpp-penyelenggaraan-program-jaminan-
kehilangan-pekerjaan/
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Dengan demikian, isi dari kertas kebijakan ini disusun 
sebagai  berikut: 

1. Penyelenggaraan JKP 
 1.1. Ketentuan pokok 
 1.2. Isu-isu kunci 
 1.2.1. Kepesertaan 
 1.2.2. Iuran 
 1.2.3. Manfaat 
 1.2.4. Eligibilitas 
2. Isu dan kepentingan pekerja perempuan; 
3. Potensi moral hazard di kalangan pekerja.  

Pada bagian akhir, kertas kebijakan ini ditutup dengan 
rangkuman usulan  dan rekomendasi kebijakan. █
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Penyelenggaraan JKP

Tantangan utama dalam pengaturan mengenai 
tata cara penyelenggaraan program JKP adalah 
mengintegrasikannya dengan program-program jaminan 
sosial yang telah lebih dulu berjalan. Pengintegrasian itu 
berarti menyesuaikan tata cara penyelenggaraannya 
dengan sistem yang sudah berjalan, sekaligus 
menambah efektivitas keseluruhan sistem jaminan 
sosial. Kehadiran program JKP juga harus benar-benar 
mendatangkan manfaat tambahan yang baru, bukan 
dengan mengurangi manfaat yang telah ada sebelumnya.

1.1. KETENTUAN POKOK PROGRAM JKP

Ketentuan-ketentuan pokok program JKP tercantum di 
dalam Pasal 46A-E (tambahan) UU No. 40/2004. Pasal 
46A ayat (1) dan 46B ayat (2) menggariskan dua prinsip 
paling umum bagi penyelenggaraan JKP. Pasal 46A ayat 
(1) berbunyi: Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan 
hubungan kerja berhak mendapatkan jaminan kehilangan 
pekerjaan. Sedangkan Pasal 46B ayat (1) berbunyi: 
Jaminan kehilangan pekerjaan diselenggarakan secara 
nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial. Kedua prinsip 
pokok tersebut sekaligus membentuk kerangka utama 
program JKP sehingga, sesuai dengan namanya, 
program JKP dapat diartikan sebagai “program asuransi 
sosial bagi pekerja yang mengalami PHK”.
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Dengan kerangka dasar program JKP seperti itu, 
implikasi-implikasi  operasional yang muncul sebagai pilar 
utama adalah:

1. Jaminan Kehilangan Pekerjaan tidak serta-merta 
melekat sebagai hak setiap pekerja/buruh, melainkan 
terbatas hanya pada mereka yang menjadi peserta 
asuransi sosial yang diadakan dalam bentuk program 
JKP. Implikasi operasional mengenai batas kepeserta-
an ini membutuhkan aturan-aturan administratif kepe-
sertaan mengenai (1) prosedur pendaftaran, (2) syarat 
kepesertaan, dan (3) kewajiban peserta. 

2. Sebagai sebuah program asuransi sosial, manfaat 
yang disediakan bagi peserta program JKP adalah 
manfaat dalam bentuk tertentu yang ditentukan oleh 
penyelenggara program. Pasal 46D ayat (1) sudah 
menjelaskan bahwa manfaat yang diterimakan kepada 
peserta program JKP adalah terdiri atas tiga jenis, yaitu 
(a) uang tunai, (b) akses informasi pasar kerja, dan (c) 
pelatihan kerja.

3. Prinsip asuransi sosial yang melekat pada penye-
lenggaraan berimplikasi pada keharusan peserta 
memenuhi kondisi tertentu dan kewajiban-kewajiban 
sebagai peserta sebelum memperoleh manfaat. Im-
plikasi ini menyangkut masalah eligibililtas dan 
syarat-syarat minimum kepatuhan atau kualifikasi 
kelayakan peserta untuk mengajukan klaim atas 



15

program asuransi sosial JKP.

4. Program JKP membutuhkan penyelenggara yang 
kompeten untuk membangun dan menjalankan me-
kanisme keseluruhan program, serta kredibel untuk 
mengelola dana yang terhimpun. Dalam hal ini, UU 
Cipta Kerja menunjuk BP Jamsostek dan Pemerintah 
Pusat sebagai penyelenggara JKP.

Dua kerangka dasar berikut keempat pilar operasional itu-
lah yang dapat dibayangkan menjadi pola utama penye-
lenggaraan program JKP.
Dalam pelaksanaannya, program JKP akan diseleng-
garakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) bersama- sama den-
gan Pemerintah Pusat, sebagaimana diatur oleh Pasal 46A 
ayat (2). Sedangkan aturan-aturan pokok tentang pen-
danaan mengikuti ketentuan yang digariskan oleh Pasal 
46E. Untuk kebutuhan JKP, BPJS Ketenagakerjaan mem-
peroleh modal awal sebesar Rp 6 triliun dari APBN.
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1.2. ISU-ISU KUNCI PROGRAM JKP

    1.2.1. Kepesertaan

UU Cipta Kerja menyatakan bahwa pada dasarnya 
peserta JKP adalah “setiap orang yang telah membayar iuran” 
(Pasal 46C ayat (1)). Dalam hal ini, iuran yang dimaksud 
adalah iuran JKP yang dibayarkan kepada BP Jamsostek. 
Artinya, peserta JKP otomatis harus terdaftar sebagai anggota 
BP Jamsostek, atau dengan kata lain: hanya anggota BP 
Jamsostek yang dapat menjadi peserta program JKP.

Batasan ini problematik karena akan mengakibatkan 
jumlah pekerja yang dapat dicakup oleh program JKP relatif 
hanya sedikit. Pada 2019, BP Jamsostek baru berhasil 
menggaet anggota sebanyak 54.967.458 pekerja,5 atau 
hanya sekitar 42,6 persen dari jumlah penduduk bekerja 
yang mencapai 128.755.271 (data BPS per Agustus 
2019). Capaian itu bahkan masih lebih sedikit dibandingkan 
potensi keanggotaan yang dapat dicapai, baik pada segmen 
pekerja penerima upah (PPU), maupun lebih- lebih pada 
segmen pekerja bukan penerima upah (PBPU). Dari jumlah 
kepesertaan yang masih sedikit itu pun, peserta yang aktif 
(membayar iuran) jumlahnya lebih sedikit lagi, yaitu hanya 
sebanyak 34.166.257 (lihat Tabel 1.1).
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Tabel 1.1. Potensi, target dan realisasi kepesertaan BP Jamsostek 2019

Sumber: BPJS Ketenagakerjaan (2020), diolah. 

Data Sakernas 2019 menunjukkan hanya 38,5% pekerja 
formal (PPU) dan hanya 0,2% pekerja informal (Pekerja 
Bukan Penerima Upah - PBPU) yang menjadi peserta BP 
Jamsostek.6 Data lain yang dikutip TNP2K7 (Tabel 1.2) 
memperlihatkan jumlah peserta aktif BP Jamsostek per 
September 2020 malah hanya sekitar 30 juta pekerja; bahkan 
dalam kategori kepesertaan Jaminan Hari Tua (JHT) 
tercatat lebih banyak peserta tidak aktif dibandingkan 
jumlah peserta aktif.

Tabel 1.2. Jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan (per September 2020)

Sumber: TNP2K (2020), diolah. 

5 BPJS Ketenagakerjaan (2020). Pertumbuhan Agresif untuk 
Perlindungan Berkelanjutan, Laporan Tahunan Terintegrasi 2019. 
Diunduh dari https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/laporan-
tahunan.html.
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Mengutip data Sakernas 2019, TNP2K juga memaparkan 
tak lebih dari separuh jumlah pekerja Pekerja Penerima Upah 
(PPU) yang menjadi peserta Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 
dan Jaminan Kematian (JKM). Peserta JHT dan Jaminan 
Pensiun bahkan lebih sedikit lagi, masing-masing hanya 
10 persen dan 8 persen dari jumlah pekerja.

Sederet data mengenai jumlah keanggotaan BP 
Jamsostek itu mengindikasikan bahwa cakupan manfaat 
JKP juga tidak akan menjangkau banyak pekerja. JKP 
bahkan lebih sulit dapat dirasakan manfaatnya secara luas 
di kalangan pekerja informal, karena tingkat kepesertaan 
pekerja kelompok ini di BP Jamsostek masih sangat rendah. 
Padahal, jumlah pekerja informal lebih banyak dibandingkan 
pekerja formal. Hasil Sakernas Agustus 2020 menunjukkan 
bahwa dari 128,45 juta orang yang bekerja, sebanyak 
60,47 persen di antaranya adalah pekerja informal (77,68 
juta orang). Proporsi pekerja informal dibanding pekerja formal 
pada Agustus 2020 itu meningkat dibandingkan dengan 
situasi pada Agustus 2019 dan Februari 2020 (Grafik 1.1).

Grafik 1.1. Persentase Penduduk Bekerja Formal/Informal, 2019-2020

Sumber: BPS (2020) 
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Kehadiran JKP boleh jadi akan menambah daya tarik 
pekerja untuk mendaftarkan diri sebagai peserta baru BP 
Jamsostek. Namun demikian, pertumbuhan keanggotaan 
BP Jamsostek dari tahun ke tahun sejak 2016- 2020 
memperlihatkan perkembangannya yang tidak cukup 
signifikan. Rata-rata setiap tahun pertambahan anggota aktif 
BP Jamsostek kira-kira 4 juta pekerja, itu pun hanya untuk 
program JKK dan JKM. Pertumbuhan jumlah anggota aktif 
untuk program JHT dan JP bahkan lebih kecil lagi (Grafik 
1.2).

Grafik 1.2. Jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan (September 2020)

Sumber: DJSN (2020), diolah 

6 Dikutip dari TNP2K (2020). “Program Perlindungan Sosial (Bantuan dan 
Jaminan Sosial)”, materi presentasi dalam format PPT, bertanggal Desember 
2020.
7 TNP2K (2020).

Ket. : Data Peserta PPU, PBPU, dan Jasa Kosntruksi berdasarkan informasi 
BP Jamsostek per September 2020 (unpublished). 

*Jumlah PPU tidak aktif 20.441.657 orang. 

**Jumlah PBPU tidak aktif 385.808 orang

***Peserta Pekerja Migran berdasarkan data per Sept 2019.
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Dengan pengalaman seperti itu, BP Jamsostek harus 
melakukan upaya keras dan kreatif untuk mempercepat 
pertumbuhan keanggotaan, khususnya dari kalangan 
pekerja informal, agar program JKP dapat dirasakan 
manfaatnya oleh banyak pekerja.

• Tanggapan terhadap ketentuan mengenai Kepesertaan 
pada Rancangan PP tentang Penyelenggaraan JKP

Draft RPP JKP merumuskan ketentuan tentang syarat-
syarat untuk menjadi peserta program JKP. Ketentuan itu 
dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (1) – (4). Di sana dipertegas 
keharusan untuk menjadi peserta JKP adalah pekerja yang 
sudah atau baru ikut serta dalam program jaminan sosial. 
Akan tetapi, pekerja yang ingin mendaftarkan diri pada 
program JKP diharuskan juga menjadi peserta program 
JKK, JHT, dan JKM (bagi pekerja/buruh yang bekerja pada 
usaha kecil dan mikro), serta JP dan JKM (bagi pekerja/buruh 
yang bekerja pada usaha besar dan menengah). Bukan itu 
saja, peserta JKP juga harus menjadi peserta program JKN 
yang dikelola BPJS Kesehatan.

Ketentuan seperti yang diatur dalam RPP itu jelas akan 
mempersempit lagi cakupan pekerja yang bisa menjadi 
peserta program JKP, apalagi mengakses manfaatnya. 
Penjelasannya seperti ini: Pekerja yang ingin menjadi 
peserta program JKP harus tercatat juga sebagai peserta 
program lainnya. Dengan menggunakan data-data 
kepesertaan yang ada sebagai  asumsi sementara, jumlah 
peserta BP Jamsostek yang dapat mengakses  manfaat 
JKP kira-kira hanya sekitar 12,5 juta pekerja, setara dengan 
jumlah peserta JP -- program yang beririsan dengan syarat 



21

kepesertaan  JKP -- pada Oktober 2020 (lihat Gambar 1.3); itu 
pun dengan catatan jika mereka telah terdaftar pula sebagai 
peserta JKN.

Jika demikian, tujuan pengadaan program JKP 
yang disebutkan pada Pasal 46B ayat (2), yaitu “untuk 
mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada 
saat pekerja/ buruh kehilangan pekerjaan” juga hanya 
bisa dinikmati oleh sebagian kecil pekerja/buruh. Itu 
pun tergantung pada bagaimana dan seberapa besar 
manfaat JKP yang dapat diterima.

   1.2.2. Iuran

UU Cipta Kerja menyatakan bahwa peserta JKP adalah 
setiap orang yang telah membayar iuran. Kewajiban 
mengiur kepesertaan program adalah hal yang lazim 
berlaku di setiap program asuransi sosial, seperti JKP. Akan 
tetapi, khusus untuk program JKP, UU Cipta Kerja membuat 
aturan pokok bahwa iuran kepesertaan JKP dibayar oleh 
Pemerintah Pusat (Ketentuan Pasal 46C ayat (1) yang 
ditambahkan kepada UU No 40/2004). Artinya, pekerja 
yang mendaftarkan diri menjadi peserta program JKP 
tidak diharuskan mengiur sendiri, melainkan dibayarkan 
iurannya oleh Pemerintah Pusat.

Ketentuan di UU Cipta Kerja mengenai iuran tersebut jelas 
merupakan hal positif dan menggembirakan bagi pekerja. 
Tambahan program dan manfaat jaminan sosial yang 
baru ini akan diperoleh para pekerja tanpa harus menambah 
beban pembayaran iuran.
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Namun demikian, ketentuan bahwa iuran peserta akan 
dibayarkan oleh Pemerintah Pusat menjadi kabur dengan 
adanya ketentuan mengenai sumber pendanaan program 
JKP yang diatur di dalam Pasal 46E. Ayat (1) pasal tersebut 
menyatakan bahwa sumber pendanaan JKP diperoleh 
antara lain dari rekomposisi iuran program jaminan sosial, 
selain dari pemerintah dan dana operasional BPJS 
Ketenagakerjaan. Unsur rekomposisi iuran itu jelas 
bukan berasal dari pemerintah pusat sebagaimana 
dimaksud sebelumnya oleh Pasal 46C, tetapi dapat diduga 
merupakan bagian dari iuran yang dibayarkan oleh pekerja 
dan/atau pemberi kerja yang direalokasikan sebagian sebagai 
iuran program JKP.

Kekaburan pada aturan pokok mengenai iuran 
kepesertaan program JKP  itu perlu diperjelas dalam PP 
tentang JKP.

• Tanggapan terhadap ketentuan mengenai Iuran pada 
Rancangan PP tentang Penyelenggaraan JKP

Ada tujuh pasal di RPP JKP, yaitu Pasal 11-17, yang 
mengatur ketentuan operasional mengenai iuran JKP. Pas-
al 11-13 mengatur soal besaran, sumber, dan perhitungan 
iuran yang dikaitkan dengan upah sebagai dasarnya. 
Keterkaitan iuran dengan upah ini sebenarnya tidak muncul 
pada ketentuan pokok yang diatur di dalam UU Cipta Kerja, 
akan tetapi dapat dipahami sebagai cara penghitungan 
iuran yang biasa dilakukan BP Jamsostek untuk pro-
gram-program jaminan sosial lainnya. Sedangkan Pasal 
14-17 mengatur ketentuan-ketentuan pelaksanaan cara  
pembayaran iuran.
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Persoalan paling krusial yang muncul dari aturan 
tentang iuran yang dirumuskan RPP JKP adalah munculnya 
komponen “sumber pendanaan JKP” sebagai sumber iuran 
lain (Pasal 11 ayat (3)) selain dari Pemerintah Pusat. Hal 
ini berbeda dengan rumusan ketentuan pokok UU Cipta 
Kerja yang hanya menyebut bahwa iuran JKP dibayarkan 
oleh Pemerintah Pusat (tambahan Pasal 46C ayat (2) pada 
UU No 40/2004). Komponen sumber pendanaan JKP 
yang diterangkan lebih lanjut di dalam RPP JKP adalah 
rekomposisi iuran JKK dan JKM yang perinciannya dituangkan 
dalam Pasal 11 ayat (5).

Kemunculan komponen rekomposisi iuran JKK dan JKM 
sebagai bagian dari iuran program JKP bukan saja menyimpang 
dari ketentuan pokok UU Cipta Kerja, tetapi berpotensi 
menempatkan pekerja pada posisi yang sangat bergantung 
pada kepatuhan pemberi kerja membayar iuran. Aturan BP 
Jamsostek mengenai iuran program JKK dan JKM – yang 
menjadi sumber iuran program JKP – menentukan bahwa 
iuran kepesertaan JKK dan JKM dibayarkan oleh pemberi 
kerja. Dengan kata lain, iuran kepesertaan program JKP 
juga berasal dari pembayaran iuran yang dilakukan pemberi 
kerja, selain komponen iuran yang dibayarkan Pemerintah 
Pusat. Padahal, data Kementerian Ketenagakerjaan sendiri 
memperlihatkan bahwa hingga tahun 2018 hanya 31,46 
persen pengusaha yang patuh terhadap kewajiban-
kewajibannya terhadap norma kerja dan Jamsostek.8 

Bentang antara jumlah anggota terdaftar dan anggota aktif 
BP Jamsostek dapat menjadi salah satu indikasi rendahnya 
tingkat kepatuhan pembayaran iuran  ini.
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Dengan situasi seperti itu, pekerja yang menjadi 
peserta program JKP dapat gagal memperoleh manfaat 
JKP apabila pemberi kerja lalai menunaikan kewajiban 
pembayaran iurannya. Hal ini terkait dengan ketentuan 
yang mengatur tentang eligibilitas perolehan manfaat yang 
menyatakan bahwa hanya pekerja atau peserta yang 
telah mengiur sekurang-kurangnya 12 bulan dan enam 
bulan di antaranya berturut-turut yang berhak memperoleh 
manfaat JKP (Pasal 19 ayat (3) RPP JKP). Persoalannya, 
bagaimana pekerja dapat melakukan kontrol terhadap 
kelancaran pemberi kerja membayarkan iurannya?

1.2.3. Manfaat

Manfaat JKP diatur secara garis besar oleh Pasal 46D 
yang disisipkan pada UU No 40/2004. Ayat (1) pasal tersebut 
menyatakan bahwa manfaat JKP adalah berupa uang tunai, 
akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.

Ketiga bentuk manfaat tersebut secara implisit mengandung 
makna bahwa pekerja yang kehilangan pekerjaan bukan 
saja dapat terbantu dengan adanya uang tunai, tetapi 
mendapat dukungan untuk memperoleh pekerjaan 
kembali dan kesempatan untuk meningkatkan atau 
memperluas keterampilan kerjanya. Makna ini sekaligus 
membedakan program JKP dari program Jaminan Hari 
Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP). Kedua program yang 
disebut terakhir itu tidak diperuntukkan bagi pekerja/buruh 
yang akan memasuki pasar kerja.

Ada lima isu krusial yang perlu didiskusikan mengenai 
masalah manfaat ini, yaitu: (1) Makna manfaat 

8 Laporan Kinerja Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2019 dan Data BPS 
2018, data diolah.
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maksimum, (2) Makna upah yang dijadikan dasar 
penghitungan manfaat, (3) Kesiapan sarana pelatihan 
kerja, (4) Kurikulum program pelatihan kerja, dan (5) 
Akses pekerja terhadap pasar kerja.

(1)  Manfaat maksimum

Pasal 46D (tambahan) ayat (2) UU No 40/2004 
menjelaskan batasan maksimum manfaat JKP adalah 
enam bulan upah. Batasan maksimum ini mengasumsikan 
bahwa pekerja/buruh yang terkena PHK mampu kembali 
memperoleh pekerjaan dalam waktu selama-lamanya enam 
bulan.

Ketentuan batas maksimum manfaat JKP itu mengandung 
ketidakjelasan. Apakah “enam bulan upah” itu hanya terkait 
dengan besaran manfaat uang tunai, ataukah mencakup 
ketiga jenis manfaat JKP? Jika melihat rumusannya 
(“Jaminan kehilangan pekerjaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diberikan paling banyak 6 (enam) bulan upah”), 
pengertian yang dimaksud adalah keseluruhan jenis manfaat 
JKP. Artinya, manfaat senilai maksimum enam bulan upah 
diberikan terbagi dalam bentuk uang tunai, informasi pasar 
kerja, dan pelatihan kerja.

Namun, penjelasan Menteri Tenaga Kerja pada saat 
konferensi pers setelah Sidang Paripurna Pengesahan RUU 
Cipta Kerja di DPR RI pada 7 Oktober 2020 mengaitkan 
JKP sebagai “bagian” dari pesangon untuk pekerja yang 
mengalami PHK. Keberadaan JKP, kata Menteri Ida 
Fauziah, “lebih memberikan kepastian bahwa hak pesangon 
itu diterima oleh pekerja atau buruh….” 9 Penjelasan seperti 
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itu kembali disampaikan Menteri Tenaga Kerja dalam forum 
Sosialisasi tentang RUU Cipta Kerja yang disiarkan secara 
live melalui YouTube, yang hingga saat ini rekamannya 
masih bisa diakses.10 Salah satu slide yang ditayangkan 
melalui forum sosialisasi itu dengan jelas menyatakan 
“jumlah maksimal pesangon menjadi 25 kali, dengan 
pembagian 19 kali ditanggung oleh pemberi kerja/pelaku 
usaha dan 6 kali (cash benefit) diberikan melalui Program 
Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang dikelola oleh 
Pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan” (Gambar 
1.2). Dengan demikian, melalui pernyataan tersebut jelas 
didudukkan bahwa JKP adalah bagian pesangon PHK.

Gambar 1.2. Penjelasan Menteri Tenaga Kerja mengenai pesangon dan JKP.
Sumber: YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=swUU-5eL-

CrQ&t=1744s).  

9 Rekaman konferensi pers 7 Oktober 2020 ini masih 
tersedia dan bisa diakses melalui YouTube. Lihat misalnya: 
https://www.youtube.com/watch?v=qysng-Nob3A&t=150s.

10 https://www.youtube.com/watch?v=swUU-5eLCrQ&t=1744s.
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Pernyataan yang menegaskan JKP sebagai bagian 
dari pesangon PHK merupakan sebuah kejanggalan. 
Pasal 156 ayat (1) UU Ketenagakerjaan (yang diubah 
oleh UU Cipta Kerja) menyebutkan: “Dalam hal terjadi 
pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar 
uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja 
dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima”. 
Artinya, pesangon sepenuhnya merupakan kewajiban 
pemberi kerja untuk membayarkan sejumlah uang kepada 
pekerjanya yang diberhentikan atau diakhiri hubungan 
kerjanya. Bunyi pasal itu sama sekali tidak menyebutkan 
adanya kewajiban negara untuk mengambil-alih sebagian 
kewajiban pemberi kerja dalam membayarkan  pesangon.  

Pengaitan JKP dengan pesangon PHK ini sangat 
mungkin menimbulkan kesalahpahaman di kalangan 
pekerja/buruh. Konsep pesangon PHK yang dikenal di 
Pasal 156 UU No 13/2003 maupun perubahannya pada UU 
Cipta Kerja seluruhnya berbentuk uang tunai, dan karena itu 
“enam bulan upah” yang dimaksud dalam JKP bisa pula 
dipahami hanya mencakup manfaat yang berbentuk uang 
tunai, sedangkan manfaat informasi akses pasar kerja 
dan pelatihan kerja merupakan komponen manfaat di luar 
enam bulan upah tersebut.

Kejelasan mengenai ada atau tidaknya hubungan antara 
program JKP dan uang pesangon ini penting karena 
dapat berimplikasi baik terhadap manfaat yang diterima 
oleh peserta, maupun terhadap pengelolaan dana JKP yang 
dilakukan oleh BP Jamsostek. Jika ternyata “maksimum 
enam bulan upah” itu mencakup ketiga bentuk manfaat 
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JKP, salah satu implikasi yang dapat muncul nanti adalah 
munculnya konsekuensi biaya yang harus ditanggung 
peserta ketika akan mengakses informasi pasar kerja 
maupun mengikuti pelatihan kerja.

Keharusan peserta untuk menanggung biaya 
pelatihan kerja bukannya tidak mungkin. Praktik ini 
misalnya diberlakukan pada program Kartu Prakerja, 
yang mengharuskan penerimanya mengikuti program 
pelatihan dengan biaya yang diambil dari dana insentif 
Kartu Prakerja. Sebaliknya, jika “maksimum enam bulan 
upah” seluruhnya hanya menyangkut manfaat JKP 
dalam bentuk uang tunai, BP Jamsostek dan Pemerintah 
Pusat selaku penyelenggara JKP harus menyediakan 
dana tersendiri untuk memberikan kedua manfaat lain di luar 
manfaat uang tunai.

(2)  Upah sebagai dasar perhitungan manfaat
Terlepas dari kontroversi mengenai cakupan nilai 

maksimum manfaat tersebut, persoalan lain yang juga 
perlu dicermati adalah penentuan “upah” yang dimaksud 
dalam manfaat JKP. Ketentuan pokok pada UU Cipta Kerja 
sendiri tidak memberikan batasan mengenai upah 
yang dimaksud, sehingga PP JKP harus mengaturnya. 
Dalam UU No 13/2003 maupun perubahan terhadapnya 
melalui UU Cipta Kerja, ada beberapa jenis upah. Pasal 
89 UU No 13/2003 mengatur ketentuan tentang upah 
minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/
kota dan upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah 
provinsi atau kabupaten/kota. Ketentuan tersebut dihapus 
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oleh UU Cipta Kerja, namun ada pasal baru (Pasal 88C) 
yang menyatakan bahwa “Gubernur wajib menentukan 
upah minimum provinsi” (ayat 1), dan “Gubernur dapat 
menetapkan upah minimum kabupaten/ kota dengan 
syarat tertentu” (ayat 2). Di luar ketentuan upah minimum 
itu, tentu saja ada pula upah aktual yang diterima pekerja 
berdasarkan kontrak atau perjanjian dan kesepakatan 
dengan perusahaan/tempat kerja.

Kejelasan mengenai upah yang akan dijadikan dasar 
untuk perhitungan manfaat JKP juga terkait dengan 
kontroversi yang telah disebutkan di atas, yaitu apakah JKP 
merupakan bagian dari pesangon PHK ataukah berbeda. Jika 
JKP dianggap sebagai bagian dari pesangon, tentu saja 
upah yang dimaksud seharusnya sama dengan yang 
digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon, 
yaitu (a) upah pokok, dan (b) tunjangan tetap yang diberikan 
kepada pekerja/ buruh dan keluarganya, atau alternatifnya 
sebagaimana yang diatur oleh Pasal 157 (perubahan atas 
UU No 13/2003).

(3) Sarana pelatihan kerja
Selain uang tunai, manfaat JKP diterimakan dalam bentuk 

pelatihan kerja (vocational training). Pelatihan kerja 
dimaksudkan untuk meningkatkan keterampilan sehingga 
JKP bisa menjadi “ekosistem yang meaningful bagi pekerja 
dan pemberi kerja”.11 Dalam beberapa kali kesempatan, 
Menteri Tenaga Kerja menyatakan bahwa pelatihan kerja yang 
disalurkan melalui JKP merupakan kesempatan pekerja 
untuk mengembangkan kapasitas keterampilan pekerja (re-
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skilling, up-skilling).
Program pelatihan kerja untuk peningkatan keterampilan 

pekerja sebenarnya bukan hal baru. Pemerintah sudah 
lama membangun dan mengoperasikan Balai Latihan Kerja 
(BLK) yang dikelola oleh Kementerian Ketenagakerjaan. 
Pembangunan BLK dimaksudkan untuk menjadi tempat 
pelatihan atau tempat untuk mendalami keahlian.12 Hingga 
2019, terdapat 303 BLK yang tersebar di seluruh daerah. 
Sebanyak 19 BLK dikelola oleh UPTP (Unit Pelaksana 
Teknis Pusat) dan 284 dikelola oleh UPTD (Unit Pelaksana 
Teknis Daerah).13

Pada awalnya, BLK memiliki sarana dan prasarana yang baik 
karena di awal program pemerintah berinvestasi cukup besar. 
Seiring berjalannya waktu, sarana dan prasarana tersebut 
menurun kualitas dan produktivitasnya, karena tidak ada 
penggantian dan peningkatan sarana dan prasarana yang 
sudah usang.14 Selain itu, jenis-jenis pekerjaan baru menuntut 
sarana dan prasarana yang berbeda.

Pada 2020, Kementerian Ketenagakerjaan 
meluncurkan program “seribu BLK Komunitas”. BLK 
Komunitas merupakan program terobosan dari 
Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan kualitas 
SDM tenaga kerja ndonesia melalui pembekalan 
soft skill dan pendidikan karakter, serta peningkatan 
keterampilan atau hard skill.15
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11 Pernyataan disampaikan Woro Ariyandini, Asisten Deputi Pengkajian Aktuaria BP 
Jamsostek dalam focus group discussion dengan tim pada 29 Januari 2021.

12 https://disnakertrans.bantenprov.go.id/Berita/topic/277, diakses pada 2 Februari 2021.

13 https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/05/28/303-balai-latihan-kerja-
tersebar-di-seluruh- indonesia#:~:text=Hingga%202019%2C%20BLK%20yang%20
tersebar,menampung%20hingga%20275%20ribu%20peserta diakses pada 2 Februari 
2021.

14 Revitalisasi Balai Latihan Kerja di Indonesia: Tantangan dan Masa Depan. 
Departemen Pengembangan Manusia Wilayah Asia Pasifik Bank Dunia. 2011. Hal. 7.
15 Diakses dari https://www.antaranews.com/berita/1722390/kemnaker-bangun-1000-blk-

komunitas-selama-tahun-2020 pada 2 Februari 2021 Pukul 16.54 WIB.
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(4)  Kurikulum pelatihan kerja 

Persoalan yang meliputi program pelatihan kerja bukan 
semata-mata berkaitan dengan ketersediaan prasaran dan 
saran pelatihan. Efektivitas manfaat pelatihan kerja amat 
ditentukan juga oleh substansi dan materi pelatihan yang 
disediakan pemerintah.

Seiring dengan perkembangan dunia usaha 
dan teknologi yang menyertainya, pemerintah harus 
membuat kebijakan yang jelas mengenai prioritas dan 
arah pengembangan industri. Hal itu dibutuhkan agar 
program pelatihan kerja yang disusun dalam skema JKP 
dapat sesuai dengan kebutuhan dunia usaha. Antisipasi 
yang tepat terhadap perkembangan industri di masa depan 
akan membuat para pekerja/buruh yang mengikuti program 
pelatihan kerja melalui skema JKP bertambah daya 
tawarnya di pasar kerja karena memiliki keterampilan yang 
sesuai dengan kebutuhan dunia lapangan kerja/industri.

Kendati demikian, penyediaan jenis-jenis program dan 
kurikulum pelatihan kerja juga perlu didasarkan atas kondisi 
kesiapan para pekerja/buruh untuk menjalani reskilling dan 
upskilling. Jika terdapat kesenjangan yang lebar antara 
kualifikasi pekerja/buruh dan perkembangan industri 
yang begitu cepat, atau dengan kemunculan sektor usaha 
yang sama sekali berbeda, sulit juga bagi para pekerja/
buruh untuk mengikuti program-program pelatihan yang 
disediakan. Apalagi, skema JKP membatasi durasi manfaat 
hingga maksimum enam bulan. 
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Dalam rentang waktu itu, belum tentu pekerja/buruh 
bisa meningkatkan kualifikasi dan kompetensinya secara 
signifikan.

Grafik 1.3. Rata-Rata Kebutuhan Reskilling Pekerja Indonesia
 

Sumber: WEF (2020), diolah. 
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Laporan tahunan WEF (2020) mengungkapkan 
bahwa pekerja yang membutuhkan durasi pelatihan di 
bawah satu bulan hanya sekitar 17 persen, sedangkan 
45 persen pekerja di Indonesia membutuhkan durasi 
program reskilling lebih dari enam bulan (Grafik 1.3). 
Artinya, pekerja Indonesia membutuhkan waktu cukup 
panjang untuk mengikuti program- program pelatihan kerja 
dalam rangka reskilling, apalagi upskilling. Jika program 
pelatihan JKP hanya menyediakan jenis-jenis pelatihan 
singkat, tujuan untuk mencetak pekerja-pekerja/buruh yang 
terampil dan cakap sulit untuk dicapai. Hal ini merupakan 
salah satu persoalan yang perlu dipertimbangkan ketika 
menyusun desain pelatihan kerja JKP, yang manfaatnya 
hanya berlaku selama enam bulan.

Selain desain program pelatihan, pelatihan kerja 
yang disediakan melalui program JKP juga perlu 
mempertimbangkan jenis pekerjaan yang paling dibutuhkan 
saat ini dan di masa mendatang, terutama setelah dipengaruhi 
oleh kondisi pandemi dan pasca-pandemi.
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Kementerian Tenaga Kerja sendiri telah melakukan 
survei mengenai “Dampak Covid-19 terhadap Kesempatan 
Kerja”. Salah satu temuan survei itu mengungkapkan jenis-
jenis pekerjaan yang paling banyak dibutuhkan setelah 
pandemi. Di antara jenis-jenis pekerjaan yang paling 
dibutuhkan adalah profesional di bidang penjualan dan 
pemasaran, teknisi operasi TIK dan pendukung pengguna, 
buruh pertambangan dan konstruksi. Selengkapnya lihat 
Grafik 1.4.

Grafik 1.4. Sepuluh jenis pekerjaan yang paling dibutuhkan pasca-pan-
demi

Sumber: Kemnaker (2020). 
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Melihat jenis-jenis pekerjaan yang paling dibutuhkan, 
tampaknya cukup banyak jenis pekerjaan yang sulit untuk 
diajar-latihkan melalui pelatihan daring (online). Misalnya: 
operator mesin stasioner dan buruh pertambangan dan 
konstruksi, serta pekerja instalasi dan reparasi peralatan 
listrik. Padahal, di tengah masa pandemi dan pasca-
pandemi, penyelenggaraan pelatihan secara langsung 
(offline) mengandung risiko kesehatan yang besar. Karena 
itu desain program pelatihan harus benar- benar dibuat 
dengan perencanaan yang baik dan matang agar tidak malah 
mengancam kesehatan dan keselamatan para pekerja 
yang ingin mengikuti pelatihan.

Masalah lainnya tentu saja adalah jenis pekerjaan 
berdasarkan sektor. Kondisi pandemi Covid-19 memukul 
hampir semua sektor industri. Tiga sektor industri yang 
paling banyak melakukan PHK adalah sektor industri 
manufaktur/pengolahan (18,69%), sektor konstruksi 
(18,59%), dan sektor akomodasi, makanan dan minuman 
(17,63%). Di sektor industri manufaktur saja ada 
sekitar 1,8 juta pekerja yang sudah mengalami PHK, yang 
mengakibatkan penurunan secara drastis proporsi pekerja 
di sektor industri manufaktur (lihat Grafik 1.5).
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Grafik 1.5. Persentase Proporsi Tenaga Kerja pada Sektor Industri Manu-
faktur (2015-2020)

Sumber: BPS (2020), diolah.

Kecenderungan gelombang PHK yang menerpa 
ketiga sektor industri tersebut perlu dipertimbangkan 
dalam penyusunan program pelatihan kerja agar tidak 
terlalu banyak diisi oleh materi-materi pelatihan yang 
bersinggungan dengan kebutuhan pekerjaan di sektor-sektor 
itu. Program pelatihan justru harus memberikan pelatihan 
yang cocok dan tepat untuk menyalurkan para pekerja ke 
sektor-sektor lain yang kegiatan usahanya tidak terlalu 
terdampak oleh pandemi Covid-19.
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Kecenderungan perkembangan lainnya yang harus juga 
diperhatikan adalah penerapan industri 4.0 yang ditandai 
dengan penggunaan teknologimodern dan berbasis digital. 
Pemerintah sendiri sudah mencanangkan program ini 
dengan nama “Making Indonesia 4.0”. Perkembangan 
ini menuntut adanya pelatihan kerja yang mengadopsi 
teknologi terbaru di berbagai sektor industri, termasuk 
sektor manufaktur yang menyerap banyak tenaga kerja. 
Para pekerja dari sektor ini yang terkena PHK perlu diberi 
kesempatan untuk mengikuti pelatihan kerja yang 
bersifat mengembangkan kapasitas dan keterampilan 
(upskilling), sehingga mereka bisa kembali ke tempat kerja 
dengan keterampilan yang lebih meningkat dan sesuai 
dengan tuntutan perkembangan industri.

Namun, seiring dengan itu, penggunaan teknologi 
yang semakin canggih akan membuat kebutuhan tenaga 
kerja manusia semakin sedikit. Oleh karena itu program 
pelatihan kerja yang disediakan JKP harus memperhatikan 
keseimbangan jenis-jenis pelatihan agar pekerja memiliki 
pilihan lebih luas untuk mengikuti pelatihan yang 
ditawarkan. Jika tidak, program JKP sebaiknya memberikan 
kesempatan kepada para penerima manfaatnya untuk 
mengikuti pelatihan kerja di luar program-program pelatihan 
kerja yang disediakan. Model seperti ini berlaku di Malaysia 
yang membayar biaya pelatihan kepada penyelenggara 
pelatihan di luar yang  sudah disediakan.
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(5)  Sistem informasi pasar kerja
Selain uang tunai dan pelatihan kerja, bentuk manfaat 

program JKP adalah akses informasi pasar kerja. Manfaat 
ini dimaksudkan untuk membantu pekerja yang terkena 
PHK untuk mengetahui lapangan pekerjaan yang terbuka 
dan karena itu bisa segera memperoleh pekerjaan kembali.

Bagi pekerja yang terkena PHK, upaya memperoleh 
pekerjaan kembali bisa menjadi persoalan yang tidak 
mudah. Tingkat persaingan untuk memperoleh pekerjaan 
semakin tinggi dengan semakin banyaknya jumlah 
penduduk angkatan kerja. Data BPS per Agustus 2020 
memperlihatkan jumlah angkatan kerja mencapai 
138,22 juta orang, dan tingkat pengangguran terbuka pada 
saat itu tercatat 7,07 persen. Artinya, jumlah angkatan kerja 
yang menganggur dan membutuhkan pekerjaan adalah 
sebanyak 9,77 juta orang. Tentu bukan situasi yang mudah 
bagi pekerja yang terkena PHK untuk mencari pekerjaan baru 
di tengah situasi jumlah pengangguran sebesar itu. Karena 
itu, kemudahan akses memperoleh informasi pasar kerja 
merupakan manfaat yang memang dibutuhkan oleh para 
pekerja yang mengalami PHK.

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah 
memanfaatkan teknologi informasi dalam pengelolaan 
informasi pasar kerja menggunakan Sistem Informasi 
Ketenagakerjaan (Sisnaker). Melalui sistem ini, pemberi 
kerja dimudahkan untuk mencari calon tenaga kerjanya sesuai 
dengan kebutuhan pekerjaan dan atau kompetensinya, 
mempermudah pencari kerja mencari lowongan dan 
mendapatkan pekerjaan, serta mempermudah para 
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stakeholders ketenagakerjaan dalam mendapatkan tenaga 
kerja yang sesuai dengan kriteria dan kebutuhan pasar 
tenaga kerja.

Namun yang perlu menjadi catatan untuk informasi pasar 
kerja adalah pertimbangan terkait penempatan kerja pada 
jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, 
bakat, minat, dan kemampuan dengan memperhatikan 
pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga 
kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja nasional dan 
daerah. Oleh karena itu, kerja sama antara pemerintah 
pusat dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan dengan 
perusahaan-perusahaan milik pemerintah maupun swasta 
sangat penting guna memastikan tersedianya informasi 
pasar kerja yang up to date dan real time sesuai dengan 
kebutuhan pasar kerja. Intervensi pemerintah dalam 
ketersediaan informasi pasar kerja merupakan salah satu 
bagian dari Active Labour Market Policy.

Manfaat pelatihan kerja dan akses informasi pasar kerja 
dalam program JKP harus dapat terintegrasi dengan baik 
dan memiliki dampak yang bisa langsung dirasakan oleh 
penerima manfaat JKP. Manfaat JKP berupa akses informasi 
pasar kerja dan pelatihan kerja merupakan dua manfaat 
yang saling berkaitan. Oleh karena itu, memastikan bahwa 
penerima manfaat JKP yang telah mengikuti pelatihan 
kerja dapat terserap ke lapangan pekerjaan melalui akses 
informasi pasar kerja menjadi hal yang penting untuk 
dipastikan. Sehingga, menciptakan sistem pasar kerja yang 
kredibel sangat penting untuk dilakukan agar program ini 
memiliki pengaruh pada terserapnya kembali pekerja yang 

16 Dikutip dari https://kemnaker.
go.id/
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ter-PHK.

Tentu saja, untuk menghubungkan antara pelatihan kerja 
dengan akses informasi pasar kerja membutuhkan suatu 
sistem integrasi yang terpadu, yang harus dapat diakses 
oleh semua peserta JKP tanpa terkecuali. Integrasi ini 
harus melihat aksesibilitas sistem yang mudah diakses 
dan mudah dipahami oleh peserta JKP. Apabila pemerintah 
memiliki keinginan untuk menyelenggarakan pelatihan 
dengan memanfaatkan BLK yang sudah ada, maka integrasi 
antara BLK baik di pusat maupun daerah dengan akses 
informasi pasar kerja harus dibangun dalam suatu 
sistem yang matang.

Sistem Informasi Ketenagakerjaan (Sisnaker) merupakan 
suatu ekosistem digital yang menjadi platform segala jenis 
layanan publik dan aktivitas bidang ketenagakerjaan baik 
di pusat maupun daerah. 16 Sisnaker kemudian akan 
menjadi sistem yang digunakan oleh Pemerintah pusat 
dalam hal ini Kemnaker, sebagai sistem penyedia akses 
informasi pasar kerja dan pelatihan kerja.17

Sisnaker akan terintegrasi dengan BPJS Ketenagakerjaan, 
BPJS Kesehatan dan Dukcapil,18 maka ada beberapa hal yang 
perlu diperhatikan. Penerapan JKP tidak hanya persoalan 
skema yang tepat, khususnya untuk Indonesia. Namun, 
ada hal penting lainnya yang perlu menjadi perhatian 
yaitu persoalan data. Persoalan data adalah persoalan 
klasik yang terjadi dalam berbagai program bantuan sosial 
di Indonesia. Kemiskinan data sudah menjadi penyakit 
akut dalam kebijakan pembangunan di Indonesia. Banyak 
kebijakan publik yang dirancang tidak berbasis data yang 
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akurat. Tingkat akurasi juga rendah, sehingga program pun 
sering salah sasaran.19 Analisis yang dilakukan Smeru 
Institute mengungkapkan database yang komprehensif 
mengenai ketersediaan dan permintaan pekerjaan masih 
belum ada. Padahal database yang komprehensif sangat 
penting dalam ketepatan sasaran program Unemployment 
Insurance,.20 Apalagi peserta program JKP dapat 
memperoleh JKP apabila telah mengikuti lima jenis program 
jaminan sosial (JP, JHT, JKM, JKK dan JKN) bagi perusahaan 
skala besar dan menengah.21

Dengan banyaknya ketentuan mengenai program yang 
harus diikuti oleh peserta Program JKP, maka keberadaan 
database yang terintegrasi menjadi sangat penting. 
Melihat beberapa program yang menjadi

17 Focus Group Discussion TURC dengan Retno Pratiwi, Direktur Jaminan Sosial 
Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI pada Jumat, 29 Januari 2021.

18 Focus Group Discussion TURC dengan Retno Pratiwi, Direktur Jaminan Sosial 
Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI pada Jumat, 29 Januari 2021.

19 Data Kemiskinan dan Kemiskinan Data. https://analisis.kontan.co.id/news/data-
kemiskinan-dan-kemiskinan-data diakses pada 27 Januari 2021 Pukul 09.58 WIB.

20 Meuthia Roshfadila. Developing Unemployment Insurance Scheme for Indonesia. The Smeru 
Research Institute. 2019.

21 Focus Group Discussion TURC dengan Retno Pratiwi, Direktur Jaminan Sosial 

Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI pada Jumat, 29 Januari 2021.
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ketentuan, tentu saja membutuhkan big data demi 
tercapainya data yang valid. Dalam kasus Program JKN 
saja, big data sangat penting untuk mengoptimalkan 
perbaikan kualitas layanan dan efisiensi pengelolaan 
dana kesehatan.22 Hal ini perlu diterapkan juga dalam 
Program JKP yang notabene adalah program proteksi 
sosial yang sama sekali baru di Indonesia. Apalagi pekerja 
yang kehilangan pekerjaan dan terdata di kantor pusat masih 
sangat minim. Mengacu pada data ILO 2011, hanya sekitar 
23% dari pencari kerja yang teregistrasi dalam layanan 
tenaga kerja dan tren cenderung menurun seiring waktu.23

Contoh kasus misalnya seorang penerima manfaat 
JKP yang datang ke BPJS Ketenagakerjaan, kemudian 
di dalam Sisnaker, harus bisa mendata pelatihan di dekat 
rumah penerima manfaat JKP untuk mengikuti pelatihan yang 
diminati. Setelah selesai mengikuti pelatihan, bisa mencari 
data di Sisnaker, ada tidak lowongan kerja di daerahnya atau 
daerah lain, sehingga sistemnya harus bisa memberikan 
jawaban-jawaban tersebut.

22 Yumna, dkk. (2020) “Catatan Isu Smeru: Mendalami Peran Big Data Dalam Optimalisasi Program 
Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN)”. The Smeru Research Institute.

23 Roshfadila (2019), “Developing Unemployment Insurance Scheme for Indonesia”, The Smeru 
Research Institute.

24 Focus Group Discussion TURC dengan Mahatmi Prawitasari Saronto, Direktur 
Ketenagakerjaan, Bidang Ketenagakerjaan dan Kependudukan, Kementerian PPN/

Bappenas, pada Jumat, 29 Januari 2021.
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Pelatihan kerja dan akses pasar kerja melalui Sisnaker 
harus bisa menjangkau seluruh pekerja di Indonesia dan 
memungkinkan penerima manfaat untuk mengetahui 
informasi pasar kerja yang dibuka oleh perusahaan-
perusahaan di Indonesia. Akses informasi pasar kerja 
dapat menjadi government support dengan catatan akses 
informasi pasar kerja melalui Sisnaker dapat menciptakan 
pasar kerja yang kredibel.24 Saat ini, pemberian informasi 
akses kerja di sektor formal oleh dinas terkait pun sangat 
minim.25

Selain itu, perlu diperhatikan juga sinkronisasi antara 
akses informasi pasar kerja dengan pelatihan kerja, 
karena berhubungan dengan sinkronisasi antara 
ketersediaan lapangan kerja dengan skill pekerja. 
Program pelatihan kerja harus terkoneksi dengan kondisi 
pasar kerja sehingga peserta program JKP yang menjalani 
pelatihan selama enam bulan dapat benar-benar terserap 
ke lapangan kerja, bukan mendapati dirinya masih menjadi 
pengangguran pada bulan ketujuh setelah terkena PHK.26

•  Tanggapan terhadap ketentuan mengenai Manfaat JKP 
pada Rancangan PP tentang Penyelenggaraan JKP

1.     Pasal 21 RPP JKP menjabarkan ketentuan 
pokokmanfaat uang tunai dengan aturan operasional 
sebagai berikut:

(1) Manfaat uang tunai diberikan setiap bulan paling banyak 6 (enam) 
bulan Upah dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Sebesar 45 % (empat puluh lima persen) dari 
Upah untuk 3 (tiga) bulan pertama; dan

b. Sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari 
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Upah untuk 3 (tiga) bulan berikutnya.

(2) Upah yang digunakan sebagai dasar pembayaran manfaat uang tunai 
merupakan Upah terakhir Pekerja/Buruh yang dilaporkan Pengu-
saha kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tidak melebihi batas 
atas Upah yang ditetapkan.

(3) Batas atas Upah untuk pertama kali ditetapkan sebesar 
Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

(4) Dalam hal Upah melebihi batas atas Upah maka Upah yang 
digunakan sebagai dasar pembayaran manfaat uang tunai 
sebesar batas atas Upah.

2. Ketentuan pada Pasal 21 tersebut menjawab per-
tanyaan-pertanyaan mengenai batas maksimum 
manfaat uang tunai dan makna upah yang digu-
nakan sebagai dasar penghitungan manfat JKP.

3. Rincian manfaat uang tunai seperti yang diatur di da-
lam RPP tersebut jelas jauh berbeda dengan “im-
ing-iming” Menteri Tenaga Kerja yang mengaitkan 
manfaat JKP dengan pesangon PHK. Benar bahwa 
rincian tersebut tidak menyalahi klausa “paling ban-
yak”, akan tetapi jarak antara nilai yang dibayangkan 
dan nilai yang diterima terlalu lebar.

25 Meuthia Roshfadila. Developing Unemployment Insurance Scheme For Indonesia. The Smeru 
Research Institute. 2019.

26 Focus Group Discussion TURC dengan Mahatmi Prawitasari Saronto, Direktur 
Ketenagakerjaan, Bidang Ketenagakerjaan dan Kependudukan, Kementerian PPN/

Bappenas, pada Jumat, 29 Januari 2021.
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4. Ketentuan tentang manfaat uang tunai dalam RPP itu 
juga menjauh dari gambaran pengaitan JKP dan pe-
sangon karena upah yang digunakan sebagai dasar 
perhitungan JKP sama sekali berbeda dengan yang 
digunakan dalam penghitungan uang pesangon.

5. Dengan rincian dan tahapan manfaat uang tunai sep-
erti diatur di dalam Pasal 21 ayat (1), maksimum 
manfaat uang tunai JKP yang bisa diterima peserta 
adalah 35 persen dari upah selama enam bulan. Se-
bagai ilustrasi, pekerja dengan upah Rp 5.000.000/
bulan akan memperoleh Rp 2.250.000/bulan pada 
bulan 1-3, dan Rp 1.250.000/bulan pada bulan 4-6. 
Secara keseluruhan, manfaat uang tunai yang diter-
ima selama enam bulan adalah Rp 10.500.000, atau 
35 persen dari kemungkinan nilai maksimum enam 
bulan upahnya (tiga  puluh juta rupiah).

6. Ilustrasi penghitungan pada nomor 5 di atas seka-
ligus merupakan nilai maksimum manfaat uang tu-
nai JKP karena Pasal 21 ayat (3) menetapkan batas 
atas upah yang menjadi dasar penghitungan adalah 
Rp 5.000.000 (lima juta rupiah). Artinya, pekerja den-
gan upah di atas itu tetap akan memperoleh manfaat 
uang tunai maksimum Rp 10.500.000 selama enam 
bulan. Pekerja dengan upah terakhir di bawah nilai 
tersebut tentu saja akan memperoleh manfaat yang 
lebih kecil lagi.
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7. Formula penghitungan manfaat uang tunai seperti 
yang diatur oleh Pasal 21 ayat (1) bukan saja sulit 
menghindarkan pekerja/buruh yang terkena PHK 
dari ancaman penurunan tingkat kesejahteraan, 
tetapi sulit menahan laju pertumbuhan orang miskin 
baru. Tabel 1.2 memperlihatkan simulasi penghitun-
gan manfaat JKP berdasarkan UMP 2021 dengan 
nilai manfaat per orang dalam keluarga dengan 
satu             orang anak.
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Berita Resmi Statistik yang dikeluarkan BPS pada 
September 2020 menyebutkan batas garis kemiskinan 
adalah Rp 458.947/kapita. Dengan formula penghitungan 
manfaat uang tunai JKP yang hanya memberikan 45 
persen upah per bulan (bulan 1-3), hanya pekerja/buruh 
(berkeluarga dengan 1 anak) di tujuh provinsi yang masih 
memperoleh manfaat uang tunai di atas garis kemiskinan. 
Pada bulan ke-4-6, dengan manfaat yang hanya 25% 
upah per bulan, nilai manfaat JKP di seluruh provinsi untuk 
pekerja berkeluarga dengan seorang anak berada di bawah 
garis kemiskinan.

Dalam kondisi riil, situasinya mungkin memang tidak 
seburuk seperti yang digambarkan melalui simulasi 
tersebut. Tetapi simulasi itu setidaknya memberikan 
gambaran bahwa pekerja/buruh yang terkena PHK tetap 
berpotensi jatuh ke tingkat kesejahteraan yang lebih rendah 
kendati memperoleh manfaat JKP. Jika pekerja seperti itu 
masuk ke dalam kategori orang miskin baru, mereka layak 
menerima bantuan sosial. Implikasinya, beban anggaran 
negara untuk penyaluran bansos akan meningkat. Pada titik 
ini kita melihat inefektivitas program JKP.
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Tabel 1.2. Simulasi penghitungan manfaat uang tunai JKP berdasarkan 
UMP 2021

Keterangan: Nilai manfaat tunai yang ditandai kotak merah adalah nilai di 
bawah garis kemiskinan per September 2020. 
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   1.2.4. Eligibilitas
Ketentuan pokok pada UU Cipta Kerja mengatur bahwa 

pekerja peserta program JKP yang berhak menerima 
manfaat JKP adalah peserta yang mengalami PHK 
(Pasal 46A ayat (1)), dan telah mempunya masa 
kepesertaan tertentu (Pasal 46D ayat (3)). Berdasarkan 
ketentuan pokok  itu, maka isu-isu krusial yang masih harus 
dijabarkan operasionalisasinya  melalui PP adalah kriteria 
PHK yang dapat diterima sebagai syarat memperoleh 
manfaat dan durasi kepesertaan minimum beserta syarat- 
syaratnya.

Isu PHK terkait dengan ketentuan mengenai alasan-
alasan PHK seperti yang diatur oleh UU Ketenagakerjaan. 
Pada UU No 13/2003 ketentuan itu diatur dalam Pasal 158, 
namun oleh UU Cipta Kerja pasal tersebut dihapus dan 
materinya dimuat pada Pasal 154A yang disispkan UU 
Cipta Kerja ke dalam UU No 13/2003.

Menurut Pasal 154A ayat (1), ada 15 belas alasan 
yang bisa menjadi penyebab terjadinya PHK, yaitu:

a. perusahaan melakukan penggabungan, 
peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan 
perusahaan dan pekerja/buruh tidak bersedia 
melanjutkan hubungan kerja atau pengusaha tidak 
bersedia menerima pekerja/buruh;

b. perusahaan melakukan efisiensi diikuti dengan 
penutupan perusahaan atau tidak diikuti den-
gan penutupan perusahaan yang disebabkan 
perusahaan mengalami kerugian;

c. perusahaan tutup yang disebabkan karena 
perusahaan mengalami kerugian secara terus 
menerus selama 2 (dua) tahun;
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d. perusahaan tutup yang disebabkan keadaan 
memaksa (force majeure);

e. perusahaan dalam keadaan penundaan kewa-
jiban pembayaran utang;

f. perusahaan pailit;

g. adanya permohonan pemutusan hubungan kerja 
yang diajukan oleh pekerja/buruh dengan ala-
san pengusaha melakukan perbuatan sebagai 
berikut:

1. menganiaya, menghina secara kasar atau 
mengancam pekerja/ buruh;

2. membujuk dan/atau menyuruh pekerja/
buruh untuk melakukan perbuatan yang 
bertentangan dengan peraturan perun-
dang- undangan;

3. tidak membayar upah tepat pada waktu yang 
telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan ber-
turut-turut atau lebih, meskipun pengusaha 
membayar upah secara tepat waktu sesudah itu;

4. tidak melakukan kewajiban yang telah 
dijanjikan kepada pekerja/ buruh;

5. memerintahkan pekerja/buruh untuk melak-
sanakan pekerjaan di luar yang diperjanjik-
an; atau

6. memberikan pekerjaan yang membahayakan 
jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan 
pekerja/buruh sedangkan pekerjaan tersebut 
tidak dicantumkan pada perjanjian kerja;

h. adanya putusan lembaga penyelesaian perse-



52 

lisihan hubungan industrial yang menyatakan pen-
gusaha tidak melakukan perbuatan sebagaimana 
dimaksud pada huruf g terhadap permohonan 
yang diajukan oleh pekerja/buruh dan pengusaha 
memutuskan untuk melakukan pemutusan hubun-
gan kerja;

i. pekerja/buruh mengundurkan diri atas kemauan 
sendiri dan harus memenuhi syarat:

1. mengajukan permohonan pengunduran diri 
secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga pu-
luh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran 
diri;

2. tidak terikat dalam ikatan dinas; dan

3. tetap melaksanakan kewajibannya sampai 
tanggal mulai pengunduran diri;

j. pekerja/buruh mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau 
lebih berturut- turut tanpa keterangan secara tertu-
lis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah 
dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut 
dan tertulis;

k. pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan 
yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusa-
haan, atau perjanjian kerja bersama dan sebelumnya 
telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan 
ketiga secara berturut-turut masing-masing berlaku 
untuk paling lama 6 (enam) bulan kecuali ditetap-
kan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusa-
haan, atau perjanjian kerja bersama;
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l. pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaan 
selama 6 (enam) bulan akibat ditahan pihak yang 
berwajib karena diduga melakukan tindak pidana;

m. pekerja/buruh mengalami sakit berkepanjangan 
atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat 
melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 
12 (dua belas) bulan;

n. pekerja/buruh memasuki usia pensiun; atau

o. pekerja/buruh meninggal dunia.
Selain ke-15 alasan tersebut, ayat (2) pasal yang 

sama menyebutkan bahwa pemutusan hubungan kerja 
dapat juga ditetapkan berdasarkan isi perjanjian kerja, 
peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Dalam konteks program JKP, aturan operasional yang 
perlu dipertegas dalam PP adalah apakah keseluruhan 
alasan PHK itu dapat diterima sebagai indikator eligibilitas 
perolehan manfaat. Sebab, misalnya, pekerja yang PHK kare-
na alasan meninggal dunia sudah memperoleh jaminan dari 
program JKM. Pemerintah perlu memberikan aturan yang 
jelas mengenai soal ini.

Dalam diskusi dengan tim kajian ini, Direktur Jaminan So-
sial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Retno 
Pratiwi, menyampaikan bahwa pemberian manfaat JKP 
akan dikecualikan terhadap pekerja yang terkena PHK kare-
na alasan meninggal dunia, memasuki usia pensiun, dan 
mereka yang mengalami cacat total tetap yang diakibatkan 
kecelakaan kerja. Alasannya, program JKP mensyaratkan 
penerima manfaatnya untuk bekerja kembali. Selain itu, 
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pekerja yang meninggal dunia, pensiun, dan mengalami 
kecelakaan kerja hingga cacat total tetap akan memper-
oleh jaminan dari program JKM, JP, dan JKK.27

Keterangan tersebut dapat dipahami sejauh menyangkut 
pengecualian terhadap pekerja yang meninggal dan pensiun. 
Akan tetapi, pengecualian terhadap pekerja yang mengalami 
kecelakaan kerja hingga cacat total tetap tampaknya perlu 
dipertimbangkan ulang. Pekerja dengan kondisi seperti 
itu justru membutuhkan jaminan perlindungan sosial dari 
negara untuk bisa mempertahankan kesejahteraannya 
hingga memperoleh pekerjaan kembali.

Faktor eligibilitas yang terkait dengan masa 
kepesertaan juga bisa menimbulkan problem yang serius 
bagi pekerja. Seperti lazimnya asuransi sosial, status 
kepesertaan ditandai antara lain oleh kepatuhan 
pembayaran iuran. Padahal, dalam aturan mengenai iuran 
program JKP, pekerja/buruh bukan menjadi subjek yang 
dikenakan kewajiban membayar iuran. Iuran JKP dibayarkan 
oleh negara dan melalui rekomposisi iuran program JKK 
dan JKM yang dibayarkan oleh pengusaha/pemberi kerja. 
Oleh karena itu, ada kemungkinan pekerja gagal memperoleh 
manfaat program JKP apabila iuran kepesertaannya tidak 
dibayarkan oleh pemberi kerja.

• Tanggapan terhadap ketentuan mengenai Eligilitas 
pada Rancangan PP tentang Penyelenggaraan JKP

1. Pasal 20 ayat (1) RPP JKP mengatur ketentuan 
pengecualian pemberian manfaat JKP terhadap 
pekerja yang mengalami PHK karena: (1) mengun-
durkan diri, (2) cacat total tetap, (3) pensiun, dan (4) 

27 FGD bersama Retno Pratiwi, Direktur Jaminan Sosial Tenaga Kerja, 
Kementerian Ketenagakerjaan pada tanggal 29 Januari 2021
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meninggal dunia. Ketentuan ini sangat diskrimina-
tif terhadap pekerja dengan kondisi disabilitas aki-
bat kecelakaan kerja dan berpotensi merugikan 
kepentingan pekerja perempuan yang mengun-
durkan diri.

2. Pemerintah seharusnya menyadari bahwa ala-
san pengunduran diri bukan indikasi tunggal yang 
menandakan pekerja tidak ingin bekerja kembali. Ada 
banyak alasan pengunduran diri yang tidak diser-
tai keinginan untuk benar-benar berhenti bekerja. 
Situasi ini terutama akan sangat banyak dialami oleh 
pekerja perempuan yang terpaksa mengundurkan 
diri karena misalnya alasan menikah atau ikut suami 
pindah kerja ke luar kota. Jika karena alasan sep-
erti itu pekerja perempuan yang mengundurkan diri 
harus kehilangan haknya untuk memperoleh man-
faat JKP tentu saja tidak adil. Bahkan jika perem-
puan mengundurkan diri karena alasan kesibukan 
mengurus keluarga di rumah, bukan tidak mungkin 
pekerja seperti itu bisa melakukan pekerjaan lain 
yang memungkinkannya bekerja dari rumah. Apala-
gi, dalam situasi pandemi dan pasca-pandemi akan 
banyak peluang pekerjaan yang memungkinkan beker-
ja dari rumah. Oleh karena itu, sebaiknya ketentuan 
yang mengecualikan pekerja yang mengundurkan 
diri dari daftar eligibiltas penerima manfaat perlu 
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dihapuskan.

3. Pasal 19 ayat (3) RPP JKP mengatur ketentuan bah-
wa peserta yang memiliki eligibilitas untuk memperoleh 
manfaat adalah mereka yang telah memiliki masa iur 
12 bulan dalam 24 bulan, dan telah membayar 
iuran paling singkat enam bulan berturut-turut. 
Dengan ketentuan ini, pencairan manfaat pro-
gram JKP paling cepat baru akan dapat dirasakan 
oleh pekerja yang mengalami PHK setelah Feb-
ruari 2023, yaitu jika dihitung 24 bulan setelah 
program ini dijalankan oleh BP Jamsostek ber-
dasarkan PP JKP. Jangka waktu itu boleh dibilang 
terlalu lama mengingat sejak 2020 sudah terjadi 
gelombang PHK massal akibat situasi pandemi. 
Sepanjang 2021-2022 kemungkinan masih akan 
terjadi banyak lagi pekerja yang mengalami PHK 
karena krisis ekonomi masih akan berlangsung. 
Namun akibat ketentuan Pasal 19 ayat (3) itu 
para pekerja/buruh yang terkena PHK sebelum 
Februari 2023 tetap tidak akan memperoleh 
manfaat JKP. Oleh karena itu, untuk situasi pan-
demi dan krisis pasca-pandemi sebaiknya keten-
tuan tersebut dilonggarkan dengan memberlaku-
kan masa kepesertaan yang lebih singkat sehingga 
pekerja yang terkena PHK dapat segera memper-
oleh manfaat JKP.

4. Kondisi eligibilitas yang mengharuskan peserta telah 
mengiur sebanyak 12 bulan dan enam kali di antara-
nya berturut-turut juga dapat mempersulit pekerja 
yang menjadi peserta program JKP untuk memper-
oleh manfaat. Seperti diketahui, pekerja tidak mem-
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bayar sendiri iuran program JKP, melainkan dibayar-
kan oleh Pemerintah dan melalui rekomposisi iuran 
JKK dan JKM yang dibayarkan pemberi kerja. Karena 
itu, pekerja amat sangat bergantung pada kepatuhan 
pemberi kerja untuk membayar iuran secara teratur. 
Situasi ini sangat tidak adil bagi para pekerja/buruh 
yang menjadi peserta JKP. █
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Kepentingan Pekerja 
Perempuan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan dari 
tahun ke tahun terus mengalami kenaikan.  Data BPS 
memperlihatkan dalam kurun waktu 2017-2019, TPAK 
perempuan naik dari 38,66% menjadi 45,74%. Seiring 
dengan kenaikan itu, proporsi pekerja perempuan di 
sektor informal semakin membesar dan melebihi pekerja 
perempuan yang bekerja di sektor formal (Grafik 2.1).

Grafik 2.1. Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan 
dan Jumlah Pekerja Perempuan di Sektor Formal serta Informal Tahun 

2017-2019

Sumber: BPS (2019), diolah.
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Kenaikan TPAK perempuan mengindikasikan bahwa 
perempuan semakin berkontribusi terhadap perkembangan 
dunia usaha. Kenaikan itu boleh jadi juga disebabkan 
semakin terbukanya lapangan pekerjaan yang tersedia 
untuk pekerja perempuan. Karena itu, pekerja perempuan 
seharusnya memperoleh perhatian dan perlindungan yang 
pantas dari negara, baik untuk melindungi hak-hak pekerja 
perempuan, melindungi mereka dari praktik diskriminasi 
dan kekerasan seksual di tempat kerja, maupun untuk 
memperoleh jaminan sosial, termasuk program JKP.

Banyaknya pekerja perempuan tampak terutama di 
sektor padat karya. Pada 2016, proporsi pekerja perempuan 
di sektor manufaktur mencapai 35,3%. Bahkan di sektor 
tekstil, garmen dan alas kaki, proporsinya mencapai 
95% dari keseluruhan jumlah pekerja. Kebanyakan di 
antara mereka menempati posisi sebagai operator produksi.

Walaupun di dunia kerja perempuan menempati posisi 
yang lebih dominan dari sisi jumlah, pekerja perempuan 
pada umumnya tidak dianggap sebagai pencari nafkah 
utama bagi keluarganya. Mereka dianggap hanya sebagai 
pencari nafkah kedua (second income). Latar belakang 
kecenderungan sosial itu menyebabkan posisi pekerja 
perempuan lebih rentan terhadap PHK, termasuk PHK 
karena alasan mengundurkan diri. Pekerja perempuan kerap 
dihadapkan pada keharusan mengambil pilihan untuk 
berhenti bekerja karena alasan-alasan keluarga. Padahal, 
dalam banyak kasus, pekerja perempuan yang berhenti 
bekerja justru terancam mengalami perlakuan buruk di 
keluarganya karena dianggap tidak memberikan kontribusi 
pendapatan bagi keluarganya.

Kerentanan ini dapat menjalar pada kerentanan 
lain di aspek domestik pekerja perempuan itu sendiri, 
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yaitu rentan mengalami KDRT karena dianggap tidak 
berguna. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Apik pada 2020 
mencatat dan menerima laporan sebanyak 418 kasus 
KDRT yang dilaporkan. Bentuk kekerasan yang dilaporkan 
meliputi kekerasan berbasis fisik, psikis, ekonomi, dan 
seksual. Kemudian laporan yang disampaikan oleh Pusat 
Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A) 
memperlihatkan adanya peningkatan kasus KDRT sebesar 
75% semenjak pandemi. Hal ini dikarenakan perempuan 
dihadapkan pada penambahan beban pekerjaan domestik 
selama masa pandemi dan ketika perempuan tidak dapat 
mengerjakannya dengan baik, perempuan rentan menjadi 
target kekerasan. Kajian Dinamika perubahan di Dalam 
Rumah Tangga yang disusun oleh Komnas Perempuan 
menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga 
didominasi oleh kekerasan psikologis dan ekonomi. 
Kelompok yang rentan terkena KDRT adalah perempuan 
dengan rentang usia 31-40 tahun dengan status perkawinan 
menikah, penghasilan kurang dari 5 juta rupiah, dan memiliki 
jumlah anak 3-5 orang dan lebih.

Selain mengalami KDRT, data Sakernas 2018 
menunjukkan bahwa perempuan yang bekerja dengan 
status perkawinan cerai-hidup sebesar 3,89% dan cerai-
mati 9,76% (Tabel 2.1). Hal ini menunjukkan bahwa 
perempuan yang bekerja pasca-perceraian jumlahnya 
lebih besar dibandingkan dengan laki-laki. Situasi ini 
disebabkan karena pekerja perempuan yang mengalami 
perceraian memiliki kemungkinan lebih besar memegang hak 
asuh anak, terutama apabila anak masih di bawah umur, 
sehingga mereka lebih terdesak untuk mencari pekerjaan.
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Tabel 2.1 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang Bekerja Selama Seminggu 
yang Lalu menurut Daerah Tempat Tinggal, Jenis Kelamin, dan Status Perkawinan 

(2019)

Sumber: KPPPA (2020), diolah.

Ketika mengalami perceraian dan mengalami PHK, beban 
perempuan yang bekerja sebagai orang tua tunggal akan san-
gat berat. Hal ini berlaku pula bagi pekerja perempuan yang 
ditinggal mati suami dan mengalami PHK, sementara harus 
tetap menghidupi anak-anaknya.

Akibat partisipasi perempuan di angkatan kerja yang 
meningkat pesat dan perubahan peran gender, sistem jami-
nan sosial yang mendasarkan asumsi laki-laki sebagai pen-
cari nafkah utama keluarga sudah tidak sesuai lagi. Jami-
nan sosial dan jasa sosial lainnya perlu dirancang dengan 
mempertimbangkan faktor kesetaraan gender dan lebih 
memperhatikan kebutuhan-kebutuhan pekerja perempuan. 
Terbukanya akses perempuan terhadap lapangan pekerjaan 
harus diimbangi dengan akses terhadap manfaat jaminan 
sosial bagi perempuan sebagai pihak yang mandiri, bukan pi-
hak yang bergantung kepada yang lain.
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Skema manfaat program JKP juga perlu diarahkan untuk 
lebih menjamin pekerja perempuan. Manfaat uang tunai 
bagi pekerja perempuan yang terkena PHK harus lebih besar 
apabila mereka memiliki tanggungan anak. Selain itu, manfaat 
akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja juga harus 
memberi kemungkinan lebih besar kepada perempuan 
untuk bisa segera kembali memperoleh pekerjaan. █



64 



65

Potensi Moral Hazard
Melalui UU No. 11 Tahun 2020, pemerintah 

Joko Widodo mengatur regulasi baru dalam kluster 
ketenagakerjaan, yaitu regulasi tentang Jaminan 
Kehilangan Pekerjaan (JKP). JKP diatur dalam Pasal 46 A 
hingga 46 E UU No. 11 Tahun 2020.

Dalam aturan tersebut dikatakan bahwa yang 
berhak menerima JKP adalah pekerja yang mengalami 
pemutusan hubungan kerja (PHK).

Bagi Indonesia, JKP merupakan jenis jaminan sosial baru 
yang belum pernah diterapkan di Indonesia. Sebelumnya, 
Indonesia hanya mengenal Jaminan Kesehatan Nasional 
(JKN), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM), 
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Pensiun (JP), 
yang diatur dalam UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem 
Jaminan Sosial Nasional. Melalui UU No 11 Tahun 2020, 
Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) ditambahkan sebagai 
bentuk jaminan sosial yang baru.

Bagi banyak pekerja, PHK merupakan momok yang 
menakutkan. Hilangnya pendapatan rutin dari hasil beker-
ja akan berdampak langsung terhadap tingkat kesejahter-
aan diri pekerja, atau terutama keluarganya. Pekerja yang 
terkena PHK juga tidak selalu mudah untuk mencari peker-
jaan baru. Karena itu, pekerja cenderung menghindari 
kondisi-kondisi yang membuatnya dapat terkena PHK. Di 
sisi lain, tidak sedikit pemberi kerja yang menggunakan an-
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caman PHK untuk menekan para pekerjanya. Situasi  seperti 
itu membuat relasi antara pekerja dan pemberi kerja menjadi 
tidak sehat.

Hadirnya JKP diharapkan dapat membawa perubahan 
suasana ketenagakerjaan. Jaminan sosial yang diberikan 
negara kepada pekerja yang terkena PHK diharapkan 
dapat menumbuhkan semangat kerja yang

lebih baik di kalangan pekerja karena terbebas dari 
bayang-bayang ketakutan terkena PHK. Lebih penting 
daripada itu, JKP diharapkan dapat memberikan rasa aman 
dan kepastian kerja yang lebih baik.

Akan tetapi, kehadiran JKP sebagai jaminan sosial yang 
baru bukan tidak mungkin mendatangkan dampak-dampak 
negatif (moral hazard) apabila pelaksanaannya tidak 
dikelola dengan baik.

3.1. JKP Menjadi Alasan Meninggalkan Pekerjaan
JKP merupakan jaminan sosial yang diberikan oleh negara 

kepada pekerja yang mengalami PHK. Namun, diperlukan 
batasan yang tegas mengenai kondisi-kondisi PHK yang 
dapat dicakup untuk memperoleh manfaat JKP. Batasan 
itu diperlukan agar JKP tidak digunakan sebagai alasan 
pekerja untuk tidak khawatir atas PHK karena menganggap 
pemerintah akan “membantu” mereka jika terkena PHK.
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Oleh karena itu, penting adanya aturan yang jelas 
mengenai indikator yang dapat membuat pekerja yang terkena 
PHK masuk dalam penerima manfaat JKP, salah satunya 
adalah pekerja yang di PHK bukan karena kesalahan 
pekerja seperti pelanggaran disiplin, pelanggaran hukum, dan 
sebagainya. Namun karena kesalahan perusahaan atau 
kondisi yang membuat perusahaan terpaksa melakukan 
PHK. Ketentuan ini harus tegas diatur dalam Peraturan 
Pemerintah yang mengatur soal Jaminan Kehilangan 
Pekerjaan (JKP).

• Manfaat JKP Digunakan untuk Kebutuhan Non-Primer

Dalam Pasal 46D UU No. 11 Tahun 2020 diatur tentang 
manfaat jaminan kehilangan pekerjaan yang berupa uang 
tunai, akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja. Bentuk 
manfaat uang tunai berguna agar pekerja yang mengalami 
PHK masih tetap bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari 
walaupun tidak bekerja. Namun, perlu diingat bahwa harus 
ada aturan yang jelas mengenai peruntukan uang tunai yang 
diterima oleh pekerja ter-PHK sebagai penerima manfaat. 
Belajar dari pengalaman pelaksanaan Bantuan Langsung 
Tunai (BLT), banyak penerima manfaat BLT yang tidak 
menggunakan BLT untuk kebutuhan-kebutuhan pokok, dan 
lebih memilih membelanjakan BLT pada barang-barang 
konsumtif. Tentu saja hal ini jangan sampai terjadi pada 
JKP, sehingga untuk meminimalisir penggunaan uang 
tunai sebagai salah satu bentuk manfaat JKP adalah 
dengan memastikan bahwa penerima manfaat JKP merupakan 
pekerja ter- PHK yang benar-benar membutuhkan uang 
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tunai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sembari 
mencari pekerjaan baru.

• JKP Membuat Pekerja Malas Mencari Pekerjaan

Kekhawatiran lain dari JKP adalah JKP dapat membuat 
pekerja menjadi malas mencari pekerjaan karena “dibantu” 
oleh pemerintah melalui uang tunai yang diberikan paling 
banyak 6 kali upah, sesuai dengan Pasal 46D ayat 2 
UU No. 11 Tahun 2020. Dengan adanya uang tunai 
yang diterima, penerima manfaat JKP dikhawatirkan akan 
menjadi malas untuk mencari pekerjaan baru karena setiap 
bulan tetap “digaji” walaupun tidak bekerja. oleh karena itu, 
menjadi penting sekali untuk menentukan skema yang 
tepat supaya walaupun menerima “upah” tanpa bekerja, 
penerima manfaat JKP tetap mencari pekerjaan selama masa 
menerima manfaat JKP.

• JKP Tidak Tepat Sasaran
Sudah banyak cerita di Indonesia berbagai bantuan 

sosial yang digelontorkan oleh pemerintah akhirnya tidak 
tepat sasaran. Tidak tepatnya sasaran jaminan sosial bukan 
hanya persoalan penerima manfaat saja, tetap membuat 
kesempatan bagi orang lain yang membutuhkan menjadi 
semakin sempit. Oleh karena itu, JKP sebaiknya tidak 
diterapkan secara general bagi semua pekerja yang 
mengalami PHK, namun disesuaikan dengan level 
pekerjaan sebelumnya. Contohnya, pekerja yang bekerja di 
level operator dengan pekerja yang bekerja di level manajemen 
memiliki upah yang berbeda dan tunjangan yang berbeda 
ketika mereka masih bekerja. Selain itu, kedua kelompok 
level pekerja ini memiliki standar kelayakan hidup yang 
berbeda. Dengan upah dan tunjangan yang lebih besar, 
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kemungkinan pekerja di level manajemen memiliki 
kemampuan menyimpan uang lebih besar dari pada 
pekerja di level operator, sehingga pekerja di level operator 
memiliki kerentanan yang lebih besar ketika di-PHK oleh 
perusahaan. Oleh karena itu, besaran JKP yang diterima 
oleh pekerja di level operator sebaiknya diatur berbeda 
dengan pekerja yang berada di level manajemen. █
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Rekomendasi

Penyelenggaraan program Jaminan Kehilangan 
Pekerjaan sebagai jaminan sosial baru bagi pekerja/
buruh merupakan amanat UU Cipta Kerja. Dengan 
menambahkan Pasal 46B pada UU No 40/2004, UU 
Cipta Kerja menyatakan: Jaminan kehilangan pekerjaan 
diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan 
yang layak pada saat pekerja/ buruh kehilangan pekerjaan.

Ketentuan-ketentuan pokok pada UU Cipta Kerja masih 
perlu dijabarkan operasionalisasinya melalui Peraturan 
Pemerintah (PP). Pada saat kertas kebijakan ini sedang 
disusun, Pemerintah mengeluarkan Rancangan PP tentang 
Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Dengan mengkaji 
secara mendalam ketentuan-ketentuan pokok mengenai JKP 
yang diatur di dalam UU Cipta Kerja dan mempertimbangkan 
ketentuan operasional yang diatur di dalam RPP JKP, kami 
merekomendasikan agar pemerintah dapat merumuskan 
hal-hal sebagai berikut di dalam PP JKP:

1.  Aturan mengenai kepesertaan program JKP 
perlu mengakomodasi seluas mungkin kalangan 
pekerja/buruh informal. Selama ini kalangan pekerja 
informal sulit mengakses kepesertaan BP Jam-
sostek karena terkendala berbagai persyaratan 
formal. Padahal, kelompok pekerja informal ber-
jumlah lebih banyak dibandingkan pekerja formal, 
dan lebih rentan mengalami PHK.

2. Terkait dengan urgensi memperluas kepesertaan 
pekerja informal, kami merekomendasikan agar 
BP Jamsostek melakukan relaksasi aturan-aturan 
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administrasi kepesertaan bagi kalangan pekerja 
informal.

3. Sejalan dengan kebutuhan mengakomodasi 
pekerja/buruh dari kalangan informal, cara mengiur 
program JKP sebaiknya tidak dibatasi hanya melalui 
rekomposisi iuran JKK dan JKM, tetapi juga mem-
buka  kemungkinan bagi para pekerja/buruh untuk 
membayar/mengiur sendiri program JKP.

4. Kebebasan peserta untuk membayar iuran JKP 
secara mandiri lebih memberikan kepastian peser-
ta untuk memperoleh manfaat JKP pada  waktunya 
apabila yang bersangkutan mengalami PHK. Se-
bab, cara mengiur melalui re-komposisi iuran JKK 
dan JKM yang dibayarkan pemberi kerja membuat 
pekerja menjadi bergantung pada kepatuhan pem-
beri kerja untuk membayar iuran sehingga tidak 
menjamin kepastian peserta untuk memperoleh man-
faat JKP.

5. Pengaturan mengenai pencairan manfaat uang 
tunai yang diatur di dalam RPP JKP perlu ditinjau 
kembali. Pemberian maksimum manfaat uang tunai 
sebesar 45 persen upah per bulan selama tiga 
bulan pertama dan 25 persen upah per bulan sela-
ma tiga bulan kedua setara nilainya hanya dengan 
35 persen total enam bulan upah. Angka terse-
but bukan saja sangat kecil dan jauh dari harapan 
memperoleh enam bulan upah, tetapi juga sama art-
inya dengan kegagalan maksud program JKP un-
tuk mempertahankan kesejahteraan pekerja yang 
terkena PHK. Dengan komposisi manfaat uang tunai 
seperti itu, pekerja  yang terkena PHK berpotensi 
akan langsung jatuh ke bawah garis kemiskinan 
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dan menambah jumlah angka orang miskin.

6. Selain dari segi komposisinya, manfaat uang tu-
nai juga perlu diatur untuk memiliki “batas bawah 
manfaat” yang nilainya sekurang-kurangnya se-
tara dengan angka garis kemiskinan, sehingga 
pekerja/buruh yang terkena PHK memperoleh jami-
nan kesejahteraan yang lebih baik.

7. Apabila tidak memungkinkan menerapkan batas 
bawah manfaat, program JKP harus memiliki da-
tabase yang terintegrasi dengan program bantu-
an sosial, sehingga pekerja/buruh yang terkena PHK 
dan jatuh ke bawah garis kemiskinan otomatis mem-
peroleh bantuan sosial.

8. Sisnaker harus disesuaikan dengan kebutuhan 
dan perkembangan industri pasar kerja yang ada 
melalui data-data yang akurat. Misalnya, seperti data 
yang dirilis oleh WEF 2020, dalam lima tahun ke 
depan pekerjaan berbasis digital akan mendomi-
nasi pasar kerja. Melihat situasi sarana dan prasa-
rana lembaga pelatihan kerja milik pemerintah saat 
ini, dalam program JKP ini sebaiknya diberikan 
peluang kepada peserta JKP untuk bisa mengak-
ses pelatihan kerja dari lembaga pelatihan non 
pemerintah. Mekanisme pembiayaannya bisa 
menggunakan mekanisme reimbursement den-
gan menggunakan penghitungan berdasarkan pla-
fon. Hal ini untuk menjawab kebutuhan skill pekerja 
di masa depan dan perkembangan industri pasar 
kerja. Sebagai contoh, seorang jurnalis di peru-
sahaan media di PHK dari perusahaan. Skill yang 
dimiliki jurnalis pekerja media yang di PHK erat kai-
tannya dengan kemampuan di bidang jurnalistik. 
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Maka, pekerja tersebut memiliki kesempatan untuk 
bisa mengakses pelatihan kerja di lembaga jurnalis-
tik yang memiliki kredibilitas baik, sehingga setelah 
mengalami PHK pun, pekerja tetap bisa reskilling dan 
upskilling dirinya di bidang jurnalistik. Mekanisme 
ini sebenarnya memberikan keuntungan kepada 
Kementerian Ketenagakerjaan untuk mengeta-
hui jenis pelatihan apa saja yang dibutuhkan oleh 
pekerja, sehingga Kementerian Ketenagakerjaan 
dapat membangun sistemnya terlebih     dahulu, meli-
puti jenis pelatihannya, kurikulum, instruktur, trainer, 
dan kerja sama dengan lembaga maupun instansi 
pelatihan lain, terutama milik swasta, sehingga pela-
tihan kerja akan lebih terbuka.

9. Pelatihan kerja dengan akses informasi pasar kerja 
membutuhkan suatu sistem integrasi yang terpa-
du, yang harus dapat diakses oleh semua peserta 
JKP tanpa terkecuali. Integrasi ini harus melihat 
aksesibilitas sistem yang mudah diakses dan mu-
dah dipahami oleh peserta JKP. Apabila pemer-
intah memiliki keinginan untuk menyelenggara-
kan pelatihan dengan memanfaatkan BLK yang 
sudah ada, maka integrasi antar BLK baik di pusat 
maupun daerah dengan akses informasi pasar 
kerja harus dibangun dalam suatu sistem yang 
terpadu. Akses informasi pasar kerja harus dapat 
memuat informasi pasar kerja secara real time dan 
dapat diperbaharui secara daily basis, sehingga pe-
serta JKP dapat mengetahui informasi pasar kerja 
secara  update. Untuk dapat menyediakan akses pas-
ar kerja dengan informasi lowongan pekerjaan yang 
luas, pemerintah perlu bekerja sama dengan perusa-
haan swasta dalam menyediakan akses informasi 
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pasar kerja, baik usaha padat modal maupun padat 
karya, yang mencakup semua sektor industri.

10. Peserta JKP yang tidak memenuhi syarat JKP 
bisa saja tidak memperoleh manfaat uang tunai, 
akan tetapi sebaiknya tetap diperbolehkan me-
nerima manfaat pelatihan dan akses informasi pasar 
kerja.

11. Ketentuan eligibilitas peserta yang mengecual-
ikan pekerja yang mengalami PHK karena alasan 
mengundurkan diri perlu ditinjau kembali. Tidak 
semua pekerja yang mengundurkan diri mengin-
dikasikan bahwa yang bersangkutan tidak memiliki 
keinginan bekerja kembali. Pengecualian ini juga 
sangat tidak adil bagi pekerja perempuan karena 
banyak pekerja perempuan mengundurkan diri 
dengan alasan-alasan yang bukan berasal dari dirin-
ya sendiri.

12. Pengecualian terhadap pekerja yang mengalami PHK 
karena cacat total tetap juga harus dicabut karena 
bertentangan dengan hak asasi para pekerja dis-
abilitas. Terhadap kelompok pekerja disabilitas 
BP Jamsostek dan pemerintah seharusnya justru 
membuat skema JKP yang lebih memudahkan dan 
lebih besar nilainya karena pekerja penyandang 
disabilitas memiliki kebutuhan biaya lebih besar 
untuk kembali memperoleh pekerjaan.
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Demikian rekomendasi yang kami berikan dalam rang-
ka kertas kebijakan mengenai penyelenggaraan program 
JKP. Kami berharap pemerintah dapat menerbitkan Pera-
turan Pemerintah mengenai JKP yang secara substantif 
benar-benar sesuai dengan maksud diadakannya program 
JKP, yaitu mempertahankan derajat kehidupan yang layak 
pada saat pekerja/ buruh kehilangan pekerjaan. █
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